BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.800, 2023

KEMENDAGRI. SOP Satpol PP. Kode Etik.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja serta dalam rangka penyempurnaan
terhadap standar operasional prosedur penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1433);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR
OFPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

BABI1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan
Peraturan Daerah Kabupaten,/Kota atau nama lainnya,
yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan vang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
kepala daerah.

Peraturan Kepala Daerah wyang selanjutnyva disebut
Perkada adalah peraturan guberur dan/atau peraturan
bupati/wali kota.

Satuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban unm dan ketenteraman serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dizsebut Pol PP
adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah
Daerah yvang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan
diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam
penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan
masyarakat.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang
selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk
tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan
Perda dan Perkada, menvyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman masvarakat.

Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan
Panca Wira Satya Pol PP.

Petugas Tindak Internal yvang selanjutnya disingkat PTI
adalah Pol PP yvang diberikan tugas dan tanggungjawab
untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan
internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
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Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang
dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol
PP.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

BAB II
50F SATPOL PP

Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang
dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu
kepada SOP Satpol PP.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 3
Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada
dilaksanakan sesual dengan SOP Satpol PP yang
meliputi:
a. SOP penegakan Perda; dan
b. SOP penegakan Perkada.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP
yang meliputi:
SOP deteksi dan cegah dini;
SOP pembinaan dan penyuluhan;
SOP patroli;
S0P pengamanan;
SOP pengawalan;
SOP penertiban; dan
SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
SDF Satpcl PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2} tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

e R ot

e

Pasal 4

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota  diatur dengan Perkada  yang
berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
mermuat standar operasional prosedur pendukung sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing
daerah.

BAEB III
KODE ETIK POL PP

Pasal 5
Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai
tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP.
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Pasal 6

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a. sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;

b. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol
PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;

c. mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan

d. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif
dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas,
dan kinerja Pol PP.

Pasal 7
Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol
PE,

Pasal 8

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, vaitii:

a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. setia kepada Pemerintahan yang sah;

c. pereskat bangsa dalam memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa;

d. menjunjung tingsi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai
budaya; dan

e. patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:
etika kepribadian;
etika berorganisasi;
etika bermasyarakat; dan
etika berbangsa dan bernegara.

0o

Pasal 10
Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a meliputi:
a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
nondiskriminasi;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan;

d. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;

e. bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan
tanggung jawab;

f.  memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

h. berpakaian rapi dan sopan;

i.  tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau

menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;
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tidak menganut dan menyebarkan agama dan
kepercayaan vang dilarang oleh pemerintah;

tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk
mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng
citra dan martabat Satpol PP;

tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau
non virtual vang dilarang peraturan perundang-
undangan;

tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten
pornografi dan berita bohong/hoaks:

menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri
maupun orang lain; dan

tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara
berlebihan.

Pasal 11

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b meliputi:

.

bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan;

menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi
di atas kepentingan pribadi atau golongan:

menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak
memberikan kesaksian palsu atau keterangan vang tidak
benar:

menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam
berorganisasi;

mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah,
dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat;

menyampaikan  keluhan atau pengaduan  yang
berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
kondusif;

bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  seria
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

menjunjung tinggi motto praja wibawa;

tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau
turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme,
dan/atau gratifikasi;

menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol
PP dan institusi terkait:

melaksanakan perintah kedinasan wvang merupakan
tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
tidak menyalahgunakan kewenangan dalam
melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan
pungutan liar saat melakukan operasi;

melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan
dari pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
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o. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Pasal 12

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf ¢ meliputi:

a. menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram
bagi masyarakat;

b.  menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat
istiadat yvang hidup dan berkembang di masyarakat;

c. menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;

d. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelavanan
yvang telah ditetapkan;

e. melaksanakan tugas dengan  berorientasi pada
diterimanya layvanan oleh masyarakat, dengan tetap
mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas, dan
tidak menggunakan kekerasan;

f. tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan
operasi;

g. tidak mempersulit masyarakat wyang membutuhkan
pelindungan, pengayoman, dan pelayanan; dan

h. tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil

dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial.

Pasal 13

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf d meliputi:

.

b.

c.

turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia;

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;
menghormati dan  menjunjung  tinggi  toleransi
keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai
budaya di Indonesia;

menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan
wawasan kebangsaan vyang Tberpedoman kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang
bertujuan untuk mengganggu, menentang, atau
mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang
bertujuan untuk menentang pemerintahan yang sah.

BAB IV
PTI DAN MKE POL PP

Pasal 14

Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP
dibantu oleh PTI dan MKE Pol PP.
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Bagian Kesatu
PTl

Paragraf 1
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 15
Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal
dan penegakan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP
dibantu eleh PTI.
PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Pejabat Pengawas/JFT Pol PP Ahli Muda/PPNS pangkat
tertinggi selaku komandan dan JFU/JFT pangkat
tertinggi dibawah komandan selaku wakil komandan.
Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan JFU/JFT paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari jumlah Pol PP.
PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mempunyai syarat:
a. PNS pada Satpol PP;
b. disiplin;
c. beretika; dan
d. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

a. membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan,
pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;

b. melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas
dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara
pemeriksaan;

c. membuat dan menyvampaikan laporan pemeriksaan
pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP kepada kepala Satpol PP;

d. melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap
pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik
Pol PP; dan

e. ftugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PTI berwenang melakukan pembinaan,

pengawasan, pemeriksaan serta menghadirkan pelanggar

Kode Etik Pol PF.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannva PTI

tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan

penahanan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai PTI ditetapkan oleh

kepala Satpol PP.
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Bagian Kedua
MEKE

Paragraf 1
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 17

(1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya membentuk MKE Pol PP provinsi dan
MEKE Pol PP kabupaten/kota.

(2) Pembentukan MKE Pol PP provinsi dan MKE Pol PP
kabupaten/kota dapat didelegasikan kepada kepala
Satpol PP provingi dan kepala Satpol PP kabupaten /kota
sesual dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dilalkukan oleh pejabat tinggi pratama dan/atau terdapat
konflik kepentingan, pembentukan MKE Pol PP tidak
dapat didelegasikan.

(4 Format pembentukan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 18
Keanggotaan MKE Pol PP berjumlah ganjil dengan paling
sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri
atas 5 (lima) orang dengan susunan:
a. sekretaris Satpol PP zebagai ketua merangkap anggota;
b. kepala sub bagian yvang membidangi kepegawaian pada
Satpol PP sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) crang sebagai kepala bidang
pada Satpol PP sebagai anggota.

Pasal 19

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan

oleh pejabat tinggi pratama, keanggotaan MEKE Pol PP

berjumlah ganjil dengan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga)
orang dan paling banyak terdiri atas 5 (lima)] orang dengan

SUSUnNAn:

a. sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur asisten pada
sekretariat daerah yang mengoordinasikan perangkat
daerah yvang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris
merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur
perangkat daerah wvang membidangi kepegawaian dan
pengawasan sebagai anggota.

Pas=al 20
Jabatan ketua MKE Pol PP tidak boleh lebih rendah dari

jabatan Pol PP yvang diperiksa.
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Pasal 21

Anggota MKE Pol PP memiliki kriteria:

.

b.

tidak menjadi Pol PP wvang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;

tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik
Pol PP, hukuman disiplin, atau sanksi pidana; dan

tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 22

MKE Pol PP bertugas:

a.
b.

e,

melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP;
memanggil dan memeriksa Pol PP wyang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

meminta keterangan dari pithak lain atau pejabat lain
yang dipandang perha;

mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja
jika menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP;
dan

menyusun  laporan hasil penanganan  dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

BAEBV

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 23
Dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP diperoleh dari
laporan pengaduan secara lisan maupun tertulis, baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh ASN di
linglkungan pemerintah daerah, pihak lain, dan atau
masyarakat vang berasal dari berbagai sarana
pengaduan pemerintahan daerah wyang selanjutnya
diteruskan kepada Satpol PP.
Penerimaan laporan pengaduan dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit layanan pengaduan yang ada di
Satpol PP untuk dapat diproses lebih lanjut.
Dalam hal unit layanan pengaduan yvang ada di Satpol PP
belum terbentuk, penerimaan laporan pengaduan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilaksanakan oleh
sekretariat yang ada di Satpol PP.
Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
b. identitas pihak wvang  melaporkan  dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;
c. nama dan jabatan Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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d. bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang
mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP; dan

e. waktu dan tempat kejadian.

Pasal 24
Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP ditindaklanjuti oleh kepala Satpol PP.
Dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Satpol PP menugaskan
PTI untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.
Penugasan kepada PTI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dilakukan berdasarkan surat penugasan yang
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
pengaduan diterima oleh unit layanan pengaduan Satpol
PP

Pasal 25
Setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3), PTI melakukan pemeriksaan
pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP.
Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan pendahuluan dan disampaikan kepada
kepala Satpol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya surat penugasan.
Format  berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 26
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
zebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, kepala
Satpol PP menyampaikan kepada pihak yang melaporkan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP secara tertulis.
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP,
dilalkkukan pembentukan MKE Pol PP.
MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 27

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dilalktukan oleh pejabat tinggi pratama, gubernur dan
bupati/wali kota sesual dengan kewenangannya
menugaskan kepala perangkat daerah vang membidangi
kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota untuk
melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Penugasan kepada kepala perangkat daerah yang
membidangi kepegawaian provinsi dan/atau
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kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan surat penugasan yvang ditetapkan
paling lambat 2 (dua) hari kera sejak diterimanya
laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol
PP berdasarkan Thasil pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk MKE Pol
PP

Dalam hal tidak ditemmukan dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat
daerah wvang membidangi kepegawaian melaporkan
kepada gubernur dan  bupati/wali kota =zerta
menyampaikan kepada pihak yang melaporkan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk paling lambat 3 (tiga)] hari kerja sejak
penerimaan laporan pengaduan.

Pasal 28
MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan
pelangzaran Kode Etik Pol PP pada persidangan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.
Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
MEKE Pol PP menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pemeriksaan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia, tertutup dan dipimpin oleh
ketua MKE Pol PP.
Sekretaris MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil
jalannya persidangan MKE Pol PP.

Pasal 29
Dalam persidangan MKE Pol PP melakukan pemeriksaan
terhadap:
a. saksi;

b. Pol PP wyang dilaporkan melakukan perbuatan
pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan/atau

c. dokumen atau alat bukti lainnya.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan pihak yvang mengetahui, mendengar, melihat,

dan/atau melaporkan dugaan perbuatan pelanggaran

Kode Etik Pol PP.

Pasal 30
Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan
pelanggaran Kode Etik Pol PP berhak mengajukan
pembelaan diri dan saksi yang meringankan.
MKE Pol PP mempertimbangkan untuk menerima atau
menolak saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 31
Dalam melakukan persidangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, MKE Pol PP melakukan pemanggilan



2023, No.800

(2)

(3)

(4

(3)
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secara tertulis kepada Pol PP vang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum persidangan.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan
persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pemanggilan kedua secara tertulis dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal yvang
bersangkutan seharusnya diperiksa pada pemanggilan
pertama.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua,
MEKE Pol PP melakukan persidangan dengan memeriksa
pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat bukti
dan keterangan yang ada.

Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua,
MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan
pelangzaran Kode Etik Pol PP tanpa kehadiran Pol PP
yvang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
Format surat pemanggilan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 32

Format tata cara persidangan MEKE Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

1111,

(1)
(2)
(3)
(4

(5)

(6)

Pasal 33

Keputusan MKE Pol PP ditetapkan secara musyawarah

mufakat.

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan

dengan suara terbanyak.

Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat.

MEKE Pol PP harus membuat keputusan paling lambat 7

(tuh) hari kerja sejak dimulai persidangan.

Keputusan MKE Pol PP paling sedikit memuat

pernyvataan:

a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP dengan mencantumkan ketentuan
mengenai jenis Kode Etik Pol PP yang dilanggar dan
bentuk sanksi yang dijatuhkan; atau

b. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP tidak terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP dan pemulihan nama baik Pol PP.

Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan yang

dihadiri oleh Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran

Kode Etik Pol PP.
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Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak hadir, keputusan MKE Pcl PP
tetap dibacakan dalam persidangan.

Format keputusan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5] tercantum dalam Lampiran vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 34
MKE Pol PP menyampaikan salinan keputusan hasil
persidangan kepada:
a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP: dan
b. gubernur dan bupati/wali kota melalui kepala
Satpol PP provinsi dan kepala Satpol PP
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
sebagai dasar penetapan sanksi kepada Pol PP.
Penyampaian salinan keputusan hasil persidangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak pembacaan keputusan.
Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilegalizasi oleh sekretaris MKE Pol PP.

Pasal 35

Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan sanksi
kepada Pol PP berdasarkan keputusan MEKE Pol PP paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan MKE Pol PP
diterima.
Penetapan sanksi sebagaimana ayat (1) dapat
didelegasikan oleh gubernur kepada kepala Satpol PP
provinsi dan oleh bupati/wali kota kepada kepala Satpol
PP kabupaten/kota.
Dalam hal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijatuhkan terhadap pejabat tinggi
pratama, penetapan sanksi tidak dapat didelegasikan.
Keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Pol PP yang bersangkutan; dan
b. pejabat pembina kepegawaian di daerah yang

bersangkutan.
Format keputusan penetapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Menteri ini.

Pasal 36

Pol PP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP
dipulihkan nama baiknya.

Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan secara terbuka pada saat upacara
bendera atau forum resmi Satpol PP dan papan
pengumuman.
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(1)

(2)
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Pasal 37

Kepala Satpol PP dapat menginformasikan hasil
keputusan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada pihak
vang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
Dalam hal pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan
pejabat tinggi pratama, gubernur dan bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala
perangkat daerah wvang membidangi kepegawaian
provinsi dan kabupaten/kota untuk menginformasikan
kepada pihak yvang melaporkan kode etik Pol PP.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 38

Pol PP wyang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan.

(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 39
Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
berupa:
a. pernyataan permohonan maaf secara lisan;
dan /atau

b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis.
Pernyataan permohonan maaf sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibacakan/diumumkan secara
tertutup atau terbuka.

Pernyataan  permohonan maaf vang dibacakan/
diumumkan secara tertutup hanya diketahui oleh Pol PP
yang bersangkutan, anggota MKE Pol PP, pejabat yang
berwenang dan pejabat pembina kepegawaian.
Pernyataan  permohonan maaf wyang dibacakan/
diumumkan secara terbuka dapat disampaikan melalui:

a. upacara bendera;

b. forum resmi Satpol PP;

C. papan pengumumar;

d. media massa; dan/atau

e. forum lainnya.

Pasal 40

Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
meliputi:
a. membersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari

b.

c.

(1)

(2)

kerja berturut-turut;

melaksanakan piket selama 3 (tiga) hari kerja berturut-
turut; dan/atau

pembinaan jasmani dan rohani.

Pasal 41

Pelaksanaan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40
dilaltukan oleh Pol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah keputusan penetapan sanksi dan dituangkan
dalam berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP.

Format berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
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Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 42
Selain diberikan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Pol PP yang
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dapat
direkomendasikan oleh MEKE Pol PP untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP dan
Kode Etik Pol PP yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 44

(1) Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Kode Etik
Pol PP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenal petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota harus menyesuaikan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BEAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenai petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
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(1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47
Pada szaat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri il dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

td.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUELIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA DAN
KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

S0P SATPOL PP, FORMAT PEMBENTUKAN MKE POL PP, FORMAT BERITA
ACARA PEMERIKSAAN, FORMAT SURAT PEMANGGILAN MKE POL PP,
FORMAT TATA CARA FERSIDANGAN MKE POL PP, FORMAT KEFUTUSAN MKE
POL PI*, FORMAT KEPUTUSAN PENETAIPAN SANKSI, FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN SANKSI

L PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-tindang Nomor 23 Tahun 2071 tentang Pemerintahan
Iaerah mengatur bahwa Satpol 1" dibentuk untuk melaksanakan
tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelengearaksm kelertiban
umum dan  ketenteraman serta  menyelenggarakan  pelindungan
masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas Satpol M tersebut sangat
dinunpglanben adanya mioraksi angsung dengan aparslur sipil nogan
Iainnya, masyarakal, maupun pihak lainnmya

alam rangls mewujodkan pelaksanann tugas Satpol 11° yang
dilakukan scears baik dan benar, diperlulen pedoman pelaksanasn
tupas dalam benluk Standar Operasional Proscdur Satpol PP schagai
petunjuk tertulls mengenai prosedur dalam rangka menegakkan "erda
dan Perkady, wenyelenggardoan kelertiban wouwm dan kelenlermoman
masyvardkal. Bormpodoman pada pedoman lerschul  dibarapkan
pelaksanaan nigas Satpol ' dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan yang menglur standar oporasional
mrosedur Satpol PP.

Anggota Satpal P'P juga hams mampu menjaga citra dan marwah
Salpol PP kolka berintorpksi  dengan berbagad  pibak dalan
polaksanaan (upssnya melalul sikap, perflaku dan perbualan yang
bhaik dan benar. Untuk ita diperfakan pedoman norma atan ataran
mora| secara fertulis dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tangging
jawab serta kehidupan schur-han seorang Pol PP dulam bentuk Kode
Etik Pol PP

2. Maksud dan Tajuan

Pengaturan S0P Satpol PP dan Kode Etik Pol PP dalam Peramran

Mented ini dimaksudkan untuk:

1.  memberikan pedoman dan batasan bagh anggota Sutpol PP dalam
pelaksanaan mgas, fungsi, dan wewenang;

2.  mendukung peningkatan integritas, kualitas, profesionalitas dan
akuntabilitas kinerja anggota Satpol PP’ dan

3. meningkatkan kualitas pelayanan dalam penegakan Perda dan
Perkada serta penyelenggaraan  ketertiban omum dan
ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP,

www.peraturan.go.id
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Tujuan diaturnya SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP dalam Peraturan
Menteri ind yaitu untuk:

1. mewujudkan Pel PP yang profesional dan berintegritas dalam
melaksanakan tugas, fungsi. dan wewenang;

menjagn martabat dan kehormatan ASN pada Satpol PF;
menciptakan ketertiban dan menjamin akuntabilitas Satpol PP
dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
mencegah tegadinya penvalahgunasn wewenamg,

menciptakan kepastian huloum;

memberikan pedindungan hukom kepada warga masyarakat dan
anpeots Satpol PP; dan

memberikan pelayanan yang sebaik-balknya kepada warga
masyarakat.

Ll o

o pus

4. Dasar Hukum

1.  Undang-undang 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah,

2. Peraluran Pomermilah Nomor 2 Tahun 2018 {onlang Standar
Pelayanan Minimal.

3. Peraturan Pemerintah Nomar 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamnong Praja.

4. Peraturan Menter] 1alam Negeri Nomor 121 Tabun 2018 tentang
Standar 'eknis Mute Layanan Dasar Sub Umsan Ketenteraman,
Eetertiban Umum di Provinsi dan Kabupalen/ Kola,

5. Peraturan Menteri 12alam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah,

6.  Peraturan Menterd Dalam Nepen Nomeor 17 Tahion 2009 lenlang
Pomenuhian Hak Pegawal Nepen Sy, Penvedisan Sarana Dan
Prasarana  Minimal, PPembinaan  Teknis Operasional  Dan
Penpghargann Saluan Polisi Pamong Praga.

7. Peraturan Menterl Dalam Neperd Nomor 26 Tahun 2020 tcnlang
Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman
Musyarukal scrla Polindurngan Musyarakal,

8. Peraturan Menter Dalamn Neperd Nomor 59 Tshun 2022 lenlang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4,  Ectentuan Umum

1. Mempunyai Landasan Iikum, mempakan setiap kegiatan vang
dilukuknn Satpol PP dalam penegakun Perda dan Perkads,
poityclongparaan kcteriiban  wmum dan  ketlonlerainan
masyvarakat didukung dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pelaksanaan tagas, flungsl, dan wewenang Satpaol I'|*
sesuni  dengan  slandar  operasional  prosedur  dan letap
mengedepankan asas kode etik profesi.

2. Tidak Melanggar HAM, merupakan setiap kegiatan vang
dilakukan Satpol PP dalam pencgakan Peorda dan Perkada,
penvelenggaraan  ketertiban  umum  dan kefentermaman
masyarskat senantiasa  dilakukan dengan  memperhatikan
prinsip-prinsip dagar hak asasi munusin sesual dengan ke lentuan
peraturan perundang-undangan,

3. Dilaksanakan sesuai prosedur, memipakan setiap kegiatan yang
dilakukan Satpol PP dulam penegakan Perda dan Perkada,
penyvelenggaraan  ketertiban umum  dan  ketenteraman
tmasvarakat dilakukan sesuai dengan petunjuk tertulis vang telah
ditetapkan sebagad standar operasional prosedur Satpol PP.

4. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun,
merapakan dalam pelaksanaan mgas, fungsi, dan wewenang

www.peraturan.go.id
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Satpol PP selalu berpedoman kepada standar operasional
prosedur  yang  berlaku  schingga  tidak  menimbulkan
korban / kerugian pihak manapuon.

5. Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundang-
undangan, merupakan setinp anggota Satpol PP dalam penegakan
Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban uwmum dan
ketentleraman masvarakal lelah memahami tupas, ungsi, dan
kewenangannya serta mempedoman peraturan lertulis vang
memuat norma-norma hulan vang mengikat secara umam.

6. Memiliki kemampuan berkomunikas: dengan baik, merupakan
kemampusan setiap anggota Satpol PP daban menyvaimpaikan
Informasl, gagasan ataupun pesan kepada seluruh pihak secara
sopan, mmidah dipahami, tidak mengabhaikan kepentingan pihak
lain, dan tdak menimbulkan msa antipati pihak lain.

7. Dllengkapi dengan kendaraan operasional sesuai ketentuan,
merupakan setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota Satpal PP
dalam pencgakan Perda dan Perkada seria penvelerniggsraan
ketertiban nmum dan ketenferaman masyarakat menggunakan
kendaraan operasional Satpol PP sesuai kebutihan sebagaimana
distur dalam kelentusn perundang-undangan yang berlaki.

4. Menggunakan perlengkapan operazional sesuai ketentuan,
merupakan setlap keglatan yang dilaksanakan anggota Satpol 1’1
dalam penepakan Perda dan Perkads scria penvelengparaan
ketertiban wmum dan  ketenteraman masyarakat senantiasa
dilengkapi dengan perlengkapan operasional Satpol PP sesuai
kebutuhan sebapguimans diatur dalam ketenluan  perumiang-
undangan vang berlake.

9. Mengginakan pakaian dinas sesual  ketentuan, mempakan
kewajiban sclurub angeoln Pol PP dudan polaksansan lugas
lugas, umgs dan wowenang denpan mengeunakan pakaian dinas
Satpol I’ sesunal dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlake.

10, Memibki kemampuan berkoordinssi dengan inslansi  lerksil,
mermpakan kemampuan dalam melakukan koordinasi dan
komunikasi antar instansi pemerintahan vang ada di wilayah
dacrah provinsi dan dacrab  kabupaten/kota umiuk
menyelesaikan permasalahan vang timbul baik instansi vertikal,
horzontal dan instanst pengawas vang ads untok mendukung
polaksanaan wupas, unpsi, dan wewenang Satpol PP.

11. Memiliki kompetensi Pol TP, mempakan Pol PP memiliki
kemampuan dan  kapasitas  kerja  vang cdilandasl oleh
ketermnpilan, pongetabuan serta sikap kerja dalam menjoalankan
tigas dan fungsinva dalam penegakan Perda dan Perkada serta
penyelenggaraan  ketertiban  umuam  dan ketenteraman
masyamkal sesuai dengin standar operasional prosedur dengan
mengedepankan Kode Etik Pol PP.

Runng Lingkup
1. S0P Satpol PP
al S0P Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini

merupakan SOP Generik (Umum) berdasarkan sifat dan
muatan kegiatannya vang relatif memiliki kesamaan baik
dari kegiatan vang di-SOP-kan maupun dari tahapan
kegintan dan pelaksananyva, Vanas] SOP yvang ada hanya
disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan.

www.peraturan.go.id
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b  Format SOP Satpol PP vang diatur dalam Peraturan Menten
ini adalah format tabapan berurutan (Hierarchicn! Steps),
dimana langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan
kedalam sub-sub langkah secara terpering.

o] Petunjuk teknis dari SOP Satpol PP yang diatur dalam
Peraturan Menterl [ni ditetapkan oleh pemerintalb daerah
melalui Perkada., Petunjuk  teknis  fersebul  merupakan
penjabaran secara lebih mnel daii seliap tahapan SOP Satpol
PP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Penjabaram  secara o tescbutl  termasuk dalam  hal
pencrapan formal SOP Adminastrasi  Pemerintabian
menggunakan format DMagram Alir Bercabang (Hranching
Floweharts) sesual ketentuan Pedoman Penyusunan S0P
Admministrasi Pemerintahan, staupun  penyusunan  SOP
pendukung yang sifatnya sifatnya lebih teknis, mikro, final
dan /atan spesifik.

d} Ruang hnghkup SOP Satpol PP vang diatur dalam Peraluran
Menteri ini secara umum insliputh S0P pada Satpal 1P,
mang lingkup masing-masing 8OF, ketentuan umum, uraian
proscdur moehputi tahap pemsiapan, poelakssoasn, dan
pelaporan, keterkaitan dengan S0P lain, serta kendaraan
dan perlengkapan operasional.

2. Kode Elik Pol FP

Ruang lingkup Koede Etik Pol PP vang diatur dalam Peraluran

Menteri Ini secarn umm melipufi: ketentuan umum, Kode Etlk

Pul PP, musmnp-masmg cliks profes: yaneg bharus dipedomsn

angpola Pol FP, Mayclis Kode Etk, tahapan di dalan koelenosn

yang diatur terkait MK sl 19 s lai darl persiapan, pemanggilan
saksi, pengambilan kepulusan hinges penclapan sanksi scria

hial-hal terkail lainnyva vang dialur di dalam Peraturan Monlen mi.

0. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

A. Pu:t.gaknu Puraturan Dacrali Nonvustisial
Ruang Lingkup:
a. Melalukan pengarahan kepada masyarakat, kelompak dan
badan hukum yang melanggar P'erda;
b. Melakukan pombingsn dan atau  sosialisasi  kepada
masyarakat, kelompok dan badan Thikam: dan
e, Prefentif nonyustisial,
2, Urnmian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tabap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a, Persinpan
Tahap persinpan antara lain:
1)  Penyusunan Keérangka Acuan Kerja dan  rencana
anggaran biaya;
2) Peoyusunan tahapan penegakan Perda dan jadwal
kogiatan;
3) Pengidentifikaslan pelanggar Perda;
4) Penerbitan Suratl Perintah Tugas, dan
5] Hoordinasi dengan perangkat daerah dan/aran instansi
terkait serta aparst keamonan,
b,  Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengarahan,
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pembinaan  dan/atau  sosialisasi, serta  penindakan
nonyustisial.

1)

4

3)

Pengarahan

Pengarahan diberikan kepada masvarakat, kelompok,

dan badan hukum agar mentaati dan mematahi Perda,

Pembinaan dan/atau Soslalisasi,

Pembinaan dan/atau sosiablisasi dilakukan dengan cara

pendekalan kepada masyarakal, kelompok, dan badan

hukum wyang melanggar Perda. Pembinaan dan/atau
sosialisasi dilakukan melalu:

d) Pombinsan perotangan, dilakukan denpgan cara
mendatangl masyarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melanggar Perda untuk diberitahn
serla diberikan pengarahan dan pembinaan arti
pentingnya kesadaran den kepatuhan terhadap
Perda; dan/atan

b Ponbmasn kelompok, dilakukan dengan cam
mengundang/menpumpuilkan masyarakat,
kelompok, dan badan hulkum yang melanggar
Perda untuk diberikan pengaraban dan pemnbmaan
terhadap arti  pentingnya kesadaran dan
kepatuhan terhadap PPerda.

Prmndakan Nonyuslisial

"enindakan nonyustisial dilakukan oleh Satpol 117

dalam mngka pencegahan f preventif dengan carm;

a) Terhudap masyvarakal, kelempok, dan badan
hukum yang melakukan pelangegaran Porda
diwajibkan untuk menanda tanganl  Surat
Pernvatsan berscdis den ssnppup menasll dan
memalubn seria melaksanakan kelenluan Porda
dalam waktu 7 (tajuh) hari kerja terhitung sejak
ponandelanganan Sursl Permyatoon, Scluinn mass
lerscbul, Saipol PP melakukan  penegswasan
terhadap keparohan masyvarakat, kelompok, dan
badan hukuwmn  lerhadap  pelaksannan Surat
Pormvatasn;

b) Apahila masvarakat, kelompok, dan badan hukam
tidnk melaksanakan dan alou metgingkad Sural
Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:

(1) Surat Peringatan Pertama. dengan tenggang
waktu 3 (tiga) hari.

(2] Surat Permngatan Kedus, dengsn lenpgang
wakty 2 (dua) hari.

(3] Surat Peringatan Ketiga, dengan tenggang
waktu | (satu) han.

c}  Masyarakat, kelompok, dan badan hukuom vang
tidak mealaksanakan dan/atau mengingkari Surat
Poringatan terscbul, Satpol PP menerapkan sanksi
administratii sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

dl Satpol PP sebelum  mencrapkan  sanksi
sebagaimana dimaksud dalam bumf ¢ dapat
melakiukan koordinasi dengan Biro/ Bagian Hukiam
dan Penvidik Pegawni Negeri Sipil (PPNS).
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¢. Pelaporan
Tahuap pelaporan dilakukan setelah pelaksanann penegakar
Perda nonyustisial selesal. Proses pelaporan dilakukan
melalui  pengarsipan /pendokumentasian berkas  serta
membuat laporan hasil kegintan yang ditandatangani oleh
kepala Satpol P dan disampaikan kepada kepala daerah.
Laporan vang telah ditandatangani kepala Saipol PP
disampaikan kepada Dirckiur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelnporan (SIP) Satpol
FP.
3. Keterkaitan
S0V Penegakan Perda Nonyustisial terkait dengan SOP Penegakan
Perda Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SO Pembinaan dan
Penvulubian, SOP Patroli, dan SOP Penertiban.
4. Kendarann dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketenmian peraturan perundang-undangan.

13, Penegakan 'eraturan Daerah Yustisial
1.  Ruang Lingloap:
Ruang ingkup pencgakan Perda vustisial pada prinsipnya sama
dengan penegakan Perda nonyustisial dengan penambahan
lingkup penindalan yustisial oleh PPNS,
2. Uruian Proscdur:
Prosedur penegakan Perda yustisial pada prinsipnya samna
dengan penegakan PPerda nonyustisial dengan penambahan
proscdur pada saal dilakuban pemondaken yustisial yvang
dilakuksan olch PPNS pada tabap pelaksanasmnys, Pomindakan
yustisial dilakukan apabila masyarakat, kelompok, dan badan
hukum telap Gdak melaksanskan dan atau mengingkan Sural
Poermyatasn maupun Sural Pernpgslan den Salpol PP otclah
melaporkan kepada 1"'NS antuk dilakukan proses sesual
peraluran perundang undangan yang berlaku.
&  Porsiapan
Tahap porsiapan anlar lan;
1)  Penymsunan tahapan penegakan erda yustisial dan
jadwal kegiatan;
2) Peopidentifikasian pelanggar Perdu;
3)  Penerbitan Surat Perintah Tagas, dan
4) Pembentukan Gm lerpada [Satpol PP, perangkat dacerah
peogampu Perluran Daerah, kepolisian sclaku korwas
PI'NS, kejaksanaan, pengadilan).
b, Pelaksannan
Tahap pelaksanaan anlara melipuli penyvelidikan,
penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, serta proses
persidangan,
1) Penyelidikan
a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257
Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-
undang) memiliki kewenangan untuk melakukan
penyelidikan dalun mngkninn proses penyidikan
vang dilakukan;
b} PPNS dalam rmangka penyvelidikan pelanggaran
Perda {Trantibum) dupat menggunakan
kewenangan pengawasan dan atau pengsunatan
untuk menemukan pelanggarmn pidana  dalam
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hingkup undang-undang yang mengadi  dasar

hukummya [peraturan dacrah);

) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan
kepiatan penvelidikan, dapat pula meminta
bantuan penvelidik Polr.

Penyidikan

a) Dhlaksanakan oleh PPNS seiclah diketahui bahwa
sualu  peristiwa  vang  lerjadi merupakan
pelanggaran Perdn vang termasuk dalam lingkup
tugas dan wewenang scsuat dengan  undang-
undang vang mengadi dasar hukumnya  delaon
wilavah kerjanya. Pelanpggaran ketentuan Perda
dapar diketahui dari laporan vang diterima dari
seliap Orang maupun petugas, teriangkap lEngan
oleh masyarakat, maupun diketahui langsung oleh
"PNS;

b) Dalam hal teadi pelanpgaran Perda baik melalui
laporan, tertangkap tangan atau diketahui
langsung nleh PPNS diniangkan dalam bentuk
laporan kejadian vang ditandatangam cleh pelapor
dan PI'NS yang bersangkutan;

e} IDalam hal tertangkap tangan, setiap anggota
Saipol PP dan PPNS dapal melaksanakan:

(1) Tindakan pertama di tempat kejadian
perkara;

(2) Tindakan Vg diperiukan SrsLLEL
kewtnangsn  vang  dilclapkan di dalam
undang-undang vang menjadi dasar huakoom
Satpol PP dan PPNS vung borsanpkutan,

d] Scilclah dilakukan Undaksan lemsebul, sclamjuinva
I'PNS melakukan  proses  penyidikan  dan
berkvordinas: dengan  instansi  lerkadl  sesuwd
denegan bidang. jonis pelangegsran Pernda.

PPemeriksaan

) Pomenksasn ersanghks dan saksi dilakukan oleh
PPNS vanp bersangkutan, dalam pengertian (adak
boleh dilimpahkan kepada petugas lain vang
bukuan penyidik;

b Setelah diadskan pemeriksasn  oleh  PPNS
terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah
melalukan pelanggaran Perda serta bersedia dan
menanti untuk melaksanokan ketentusn  Perds
tersebut seduai dengan jenis usaha fkegiatan yang
dilakukan dalam waktu 7 {tujuh) hari sejak
polaksanaan pemeriksaan lersebul dan mengak
kesalahan kepada yang bersangkutan dihamiskan
membuat Surat Pernvataan,

Pemanpgilan

a) Dasar hukam pemanggilan adalah sesuad dengan
ketentuan  KUHAP  sepanjang  menyangkut
peinanggilan;

b Dasar pemanggilan tersangka dan saksl sesual
dengan  kewenangan vang ditetapkan dalam
undang-undang vang menjadi dasar hukumnya
masing-masing (peraturan daerah);

e} Yang berwenang menandatangani surat panggilan
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pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP,

d]  Daln hal kepala Batpol PP adalah PPNS, maka
penandatanganan surat panggilan dilabukan aleh
Kepala Satpol PP selaku penyidik;

e} Dalam hal kepala Satpol PP bukan PPNS, maka
surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpaol
PP dan diketahui oleh kepala Satpol PP;

] Dalum sural patggilan  diwajibkan  agar vang
bersangkutan  memenuhi  panggilan  tersebut
(kesengajaan tidak memenuhl panggilan disncam
dengan Pasal 216 KUHAP,

5)  Proses persidangan

Dalam melaksanakan penegakan Perda yustisial

dibentuk tim terpadu terdird dan Satpol PP, perangkat

daerah  pengampu  Peraturan  daerah,  dibantu
kepalisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan
uniluk melakuloan:

a) Sidang ditempat terhadap para pelanggar 'erda;

) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar
Perda dan  sclanjulnya  discrabkan kepada
kejaksaan;

c) Koardinasl dengan kejaksaan, pengadilan dan
kepolisian (Korwas PPNS) puna penjadwalan untuk
melaksanakan persidangan  terhadap para
pelanggar Perda di kantor pengadilan atau kantor
Salpol PP,

. Pelaporan

Tahap pelaporan dilalmakan astelah pelaksanaan penegakan
FPerda vuslisiul sclesai. Prosvs pelaporsm dilakuban melaluo
prngarsipan / pendokumenlasian  borkas  serla  memboeat
laporan hasil keglatan yang ditandatangani oleh kepala
Sulpol PP dun disampaikan kepada kepaln dacrab,

Laporan wyang lelah ditandsiangam kepala  Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilavahan melalui Sistem Informiasi Pelaporan (SIP) Satpol
FFP

3. Keterkaitan
S0P Penepnkan Perda Yustisial terkait dengan SOP Penicpukan
Porda Nonvustisial, SOP Pencgakan Perkada, SOF Pembinaan dan
Penyuhihan, SOP Patreli, dan SO Penertiban.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesund dengan kelentuan peraturan perundang-uimdangan.

. Penegakan Peraturan Kepala Daerah
1. Ruang Lingkup:

Fuang lingkup penegakan Perkada pada prinsipnya menmmar
kesamaan dengan penegakan Perda nonyustisial. Hanya, pada
sanl masyarakal, kelompok, dan badan hukam tdak memstuhi
Surat Pernyataan vang ftelah ditandatangani serta tidak
mengindahkan Surat Peringatan sesuai waltha yang ditentukan,
Satpol PP melakukan penindakan  langsung  terhadap
pelanggaran Perkada dengan memberikan sanksl administratif.
Tahapannya:

o Melokukan pengarnhan kepado masyarakat, kelompolk, don

badan hukum yang melanggar Perkada;

b, Melakukan pembinaan dan/fartau  sosialisasi  kepada
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masyarakat, kelompok, dan badan Huku;
c, Prefentif nonyustisial; dom
d. Pemberian sanksi administratif.
Urasan Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap persiapan anlarva lain
1) Pemyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana
anggaran biaya;
2)  Pemyusunan tahapan pencgakon Perkada dan jadwal
kepdatan;
3) Pengidentifikasian pelanpgar Perkada;
4} Penecrbilan Surat Perintah Tugas; dan
5) Koondinasi dengan peranghot dacrads don/aiau tnstansi
dan aparat keamanan terkait.
b. Pelaksanaan
Tuhup pelaksanaan antara lain melakukan  penparahan,
pembinasn  danfalou sosislisusi, serta penindakan
nonyustisial.
1) Pengarahan

Pengarahun diborikan kopada masyarakal, kelompok,

dan badan huoloom agar menaati dan mematuhi

Perkarda.

2) Prombinasn dan/ wlau Sosinlisasi

Pembinaan dan/atan sosialisasi dilakakan dengan cara

pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan

hukuimn vang melangear Perkadd, Pomnbinaoan dan/alan
sosialisasi dilakukan melahi:

a) Pemhinaan perorangan, dilakukan dengan cara
mendatangl masyarakal, kelomnpok, dan badan
hukum yang melanggar Perkada untuk diberitabn
serta diberikan pengarabian dan pembinaan arti
ponlingnya kesadoaran dan kepalubesn  (orhadap
Perkada; dun/atau

b Pembinaan kelompok, dllakukan dengan eara
mengundang/ mengumpulkan masyarakal,
kelompok, dan badan hukum yang moelanggar
Perkada 1untmk diberikan pengarahan  dan
pumbimaan lerhadap arti pentmpenva kesadaran
dian kepaluban lerhadap Porkada,

3)  Penindakan Nenyusrisial

Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Prajon dalam  ranghs  pencegabhoan /preventil

dengan carm:

a) Terhadap masvarakal. kelompok, dan badan
hukum yang melakukan pelanggaman Perkada
diwajibkan  untuk  menanda  tanganl  Surat
Pernvataan bersedia dan sanggup menaati dan
mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perkada
dalam waktu 7 (tujuh) har terhitung sejak
penandatanganan Surat Pernvataan. Selama masa
tersebut, Satpol PP melaknkan pengawasan
terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan
badan hukom ferhadap pelaksanaan Surat
Pernyataan;
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b  Apabila masyvarakat dan badan hukum  tidak
melaksanakan dan  atan  mengingkard  Sural
Pernyataan, maka Satpal PP akan memberikan:
(1] Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang
waktu 3 (tiga) hari.
(2] Surat Peringatan Kedua, dengan tenggang
waktu 2 (dua) han.
(3] Sural Perinpgatan Ketiga, dengan tenggang
waktu 1 (sam) hari.
¢l Apabila masyvarakal, kelommpok, dan badan hukam
tetap tidak melaksanakan dan atau mengingkan
Surat Peringatan tersebut, Satpol ' melakukan
proses  sesual dengan  ketentuan  perafmiran
perundang undangsan,
e.  Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan
Perkada  sclesai. Proses pelaporan dilakukan  melalud
pengarsipan / pendokumentasian  berkas  serta  membuat
laporan hasil kegiatan wvang ditandatangani oleh Kepala
Salpol PP dan dissinpaikan kepada kepata dacrah.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PI*
disampalkan kepada Direktar Jenderal Bina Adminlstrasi
Eewilavahan melalud Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpoel
.
3. Keterkaltan
S0P Penegakan Porkada lerkail denpan SOP Penegakan Perda
nonyusisial don Yustsial, SOP Ponbinsan dan Penyuluhan, SOP
Patrali, dan S0P Penertiban,
4.  HKendarasn dan Perlengkapan Operasionsl
Sesual dengan keleniusan prraluran perundang-undangan.

D, Deleksi Ding Dan Cogub Dind
1. Ruang Lingkup:
PDeteksi dini: pengumpulan bahan keterangan secara langsung
maupun lidak langsung lenlang suslu persoalan gangguan
ketertiban umeon dan kelenteraman masyarakal schingea apabila
persoalan fersebut mmineul di permukaan  sudah  diketahi
lerlebili dubulu.
Cogab Ding: keglalan sceara langsung maupun Udak langsung
untuk mencegah gangguan ketertiban nmum dan ketenteraman
masyarakat mancul di permukaan dan mencegah jangan sampali
mempengaruhi sistem yang sudah ada.
2. Uraian Prosedunrm
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap perasiapan deteksi dini dan cegah dini antara lain:
1) Ponetupan sasamn, wokiu, dan obyek vang akean
dilakukan deteksi dini dan cegah dini;
2] Penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini dan
cegah dini;
3) Melakukan survel lapangan;
4) Penyiapan administrasi pelaksanaan [SPT, dan
sebagainyal; dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
terkait serta aparat keamanan.
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b Pelaksanaan
Tahuap pelaksanann deteksi ding dan cegah dini antara ladn
melakukan pengawasan, pengamatan, pencarlan dan
pengumpulan baban  keterangan; serta  melaksanakan
tindakan pencegahan terhadap potensi gangzuan ketertiban
wmum dan ketenteraman masyarakat,
Tahap pelaksanaan detcksi dimi dan cepah dini dapat
melibatkan  TRI, Poln, instansi terkail dan clemen
masyarakat.

¢, Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan sclelah pelaksanaan deteks: dini
dan cegah dinl selesal. Proses pelaporan dilakukan melahsi
pengarsipan / pendokumentasian  berkas serta membuat
laporan hasil kepiatan vang ditandatangani oleh Kepala
Satpol ' dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap
kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secard langsung scoara berjenjang.
lLaporan yang telah ditandatanganl Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direknur Jenderal Bina Administrasi
Kewilavahan melaba Sistem Informmasi Pelapoman (SIP) Satpel
.

3. Keterkaltan

S0P Deleksi dan Cepah Ding terkail demgan SOP Penegakan Pornda

Nonyustisial dan  Yustisial, 501" Penepakan erkada, 501?

Pembinaan dan "'anyuhihan, SO Patmli, dan S0 Penertiban.

4.  Kendarasn dan Perlenghapan Operasional
Sesual dengan keleniuan peraluran perundang-undangan.

E. Powbinesn Dan Peoyuluben

1. Ruang Lingkup:
Pembinaan: proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan,
diun keginlan secwrn ofisien dan elekul unluk meningkaikan
kepaluhan masyarakal, kelompok, dan badan hukum lerhadap
Perda dan fatan Perkada.
Penyuluhan: kegialan memberikan informasi kepads masyarakat,
kelompok, dan badan hulkwum, dan scmula vang udak tabiu
menjadi  tahun  unmk meningkatkan kesadaran  terhadap
ketertibun vimun dan kelenlerninan masyarnknl,

2, Uraian Proscdur:
Prosedur dilaksanakan melaini tabap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaparan.
#, Persinpsn

Tahap persiapan pembinzan dan penyuhihan antara lain:

11  Penetapan sasaran (masvarakat, kelompok, badan
hukum), wakiu (bulanan, triwulan, scmester dan
talmnan), dan olwek yang akan diberikan pembinaan
dan penyulahan;

2}  Ponetapan tempal (formal dan informal sesuni kondisi
lapangan), bentuk dan metode pembinaan dan
pemyihuhan (formal dan informal);

3)  Survey lapangan,;

4) Penyiapan administrasi pelaksanaan (SPT, materi; dan
sebagainyal; dan

5) Koordinasi dengan perangkat daerah don fatau instansi
terkait dan aparat keamanan.
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b Pelaksanaan
1] Tahap pelaksariaan pembinaan;

a) Mengunjungi atan mengundang/memanggil
masyarakat, kKelompok maupun badan hukium
secara formal untik memberkan arahan dan
hlmbauan pentingnva ketaatan terhadap Perda
dan/atau Perkada serfa produk hukum lainnya
gerta pelanggaran vang dilakukan  mengganga
ketertiban wmum dan ketenteraman masyarakat
SOURNE WINUIn.

bl Pada saal periemusan, dissmpaikan maksud dan
tujuannya secara sopan, jelas, bahasa yang mudah
dimengertl. P'ada saat menyampaikan panpggilan
Tesinl maupun  sural tepuran, sclelah ditanda
tangani oleh pernerima, surat panggilan maupun
surat teguran satu diserahkan kepada sl penerima
dan salu lag schagss arsip unluk memudabkan
penpgecekan;

c)  Pembinaan wang dilakulkan  melalui  forum
disesuatkan  dengan  maksud  dan lujuan
pertemuan tersebut dengan dibuatkan notalen
atats hasil pembahasan/ pembicaraannyn.

d) Sclama proses pembinagan dilaksanakan, pelanggar
I'erda danfatau Perkada =erta produk hukoam
lainnya diwajibkan unnik menandatangani Surat
Pornyatasn unluk Gdak mengulang pelanggaran
dikcmudian han, Apabala lerjads pelangegaran meike
Satpal 1" harhak melakukan peneitiban; dan

¢) Pencrapan sanksi kepadsa pelangpar scsual dengan
kowenangan denpan  mengacu pada slandar
aperasional prosedur penertiban.

2)  Talap pelaksarman penyuluben;

a) Mendatangi Lempal-Lemmpal VETIE Lelah
direncanakan dan /atan dijadwalkan melalui forom
dengan maksud \wjuan menyainpaikan  materi
penyvuluhan  bidiang  kelerbban wumum dan
ketenteraman masyarakat.

L) Penyuluhan dilskukan dengan sopan, jelas, bahasn
vang mudab dimenperti dan dengan prinsip saling
asah, asih dan asuh diantara anggoeta Satpel PP
dengan dengan masyamkat, kelompok, dan hadan
hukwmn lanpa mengabaikan kepentingan masing-
masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan
kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atan
Perkada seria produk huloom lainnya.

cf Selain secara formal, secara informal sehiruh
anpgota Satpol PP mempunyai kewajiban moral
untuk menvampaikan informasi den himbaoan
terkait dengan Perda dan/atau Perkada serta
produk hukum lainnya kepada masyarakat,

J) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan juga dapal
dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas

umum yaitu:
a) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio
dan televisi,

1)  Pembinaan yvang dilakukan pada tingkat BT, BW,
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desafKelurahan dan Recamatan.

c) Pembinean yang dilakukan oleh sebuah tim yang
khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan
informasi  Kepada masvarakat seperti Tim
Ramadhan, Tim Ketertiban, HKebersihan dan
Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya vang
membawa  misi  pemerinlahan daerah  dalam
memelibara ketertiban wimum dan ketenleraman
masyarakat,

4) Dalam pelaksansan  pembinasn  dan penyuluban,
anggota Satpol PP juga harus mendenpar keluhan dan
permasalahan  masyamkat, kelompok, dan badan
hukmm yang melakukan pelangparan ketentuan Perda,
Petkada dan produk hukum lainnva dengan cara:

a)  Mendengarkan keluhan masyarakat, kelompolk,
dan hadan hukum dengan seksama;

bl Jangan memolong ponbicaraan orang;

) Menanggapl dengan singkat dan jelas terhadap
permasalahannya;

d} Jungan langsung menyalahkan
ide/pendapat /keluhan/perbuatan  masyarakat,
kelompok, dan badan hukum; serta

¢}  Menjadi pembicara yvang baik.

5]  #Hetelah mendengar keluhan, yvang hams dilakuokan
angeota Satpol 1Pl
g) Memperkenalksn dan menjelaskan maksud dan

tujuan kedalanesanmya.

b)  Menjelaskan bhahwa perbuatan vang dilakukan
tcluh melanggar Perda duangfatsu Perkads dan
produk hukum lainnva. Jika bdak cukup wakiu
maka kepada si pelanggar dapat diberikan sumt
pangeilan alau undangsn untuk dolumg ke Kantor
Salpol PP untuk meminta kelecrangan alas
perbuatan  vang dilakukan  dan  diberikan
ponbinaan dan penywluban lanjutan

¢l  Berom mencgur masvarakal, kelompok, maupun
hadan hilkoam termasuk aparat pemernntah lainnva
ving lerlangkap  langan melnkokan  Gndskan
pelangparan Ketentuan Perda dan/atau Perkada
atau pmoduk hukum lainnya.

Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setclah pelaksanaan pembinasan

dan penyuahihan selesai. Proses pelaporan dilaloakan melahai

pengarsipan/ pendokumentasian  berkas  serta membuat
laporan hasil kegintan yang ditandstangani oleh Kepala

Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap

kejadian yang memerhukan tindakan segera, laporan dibuat

secarn langsung secara berjenjung.

Laporan wyang telah ditandatangani Kepala Satpol PP

disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan melalui Bistem Informasi Pelaporan [SIP) Satpol

PP.
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3.  HKeterkaitan
SOP Pembinnan dan Penyuluban terkail dengan SOP Penegidon
Perda Yustisial dan Nenyustisial, SOP Penegakan Perkada, dan
S0P Penertiban.

4.  Kendarann dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pauoli
1.  Ruang Lingkup:

Kegmatan scbhapa: usaba mencegah lenadinva gangpusn Ketertiban

umum dan Ketenleramean masyvarakat dengan cars mendatang,

menjelajahl, mengamati, mengawasl, memperhatikan dan
melakukan tindakan preventif atas sintasi dan fatan kondisi vang
diperkirakan akan memmbulkan gangguan nyata di lokasi atau
tempat-tempat yang dianggap rawan, antar batas wilayah,
maupun tempat keramaian /hiburan.

2.  Uraian Prosedur:

Prosedur patmli dilaksanakan melalni tahap persiapan,

pelaksanaan, dan pelaporan.

w., Prrsiapsn

Tahap persiapan antara lain:

1) Penetapan sasaran, wakty, dan obyek yang akan
dilakukan patroli;

2) Penetapan tempat dan bentuk patroli;

3]  Penyiapan administrasi pelaksanaan;

4) Pemenksasn scmua poerlengkapan scsusl kelenuan
dan pelunjuk yang diberiksn plimpimsan; dan

5) Koomdinasi dengan perangkat daerah dan/atan instans|
lerkail serta aparat kesinanan,

Dialam  tahap persiapan, sudah  didabuksn  denlifkasi

pelanggaran Perda danfatan Perkada.

b, Poluksanusan
Tahap pelaksanzan patroll anlara lain melipuis
1) Patroli yang dilaksanakan dalam kota dan/ataa wilayah
) Patroli dicantumkan dalam jadwal patroll dan
lercatat;
b)  PPatrali hamis dilaktkan dengan seksama dan teliti,
donigan senantinsy wemperbiatikon apa vinig harus
didenpar dan  dilihal, apar  dapat  dismbil
kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
£) SHetiap kegiatan harus di dekumentasikan dan
dupat di pertamgeung jawabkan sccara kedinasarn;
d] Patreli dilalukan dengan sistem:
(1) Patroli blok, vaitu patroli dilakukan dengan
bernalan kaki dan samna transportasi lainnya
terhaclap tempat vang dianggap rawan
tehadap ketertiban umum dan ketenteraman
masyurakal, dongan ketentuan:
fa} Tugas patroli dimulai sefak kehlovar dari
kantor;

(b Dilakukan minimal 2 (dua) orang;

(e} Usahakan untuk mengenal daerah
patroli;

{d} Perbatinn harus ditujulkan kepoda hal-
hal yang menyangkut dengan Peraturan
Pemerintah Daerah serta dicatat untuk
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dilaporkan kepada pimpinan;

e} Duwlan hal tertentu diwajibkan untuk
bertindak segera, waitu dalam hal
pelangegaran Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K3), teradinya kebakaran,
mamupun bencana alam;

iy Walaupun seliap patroli
ditumtut /dibarskan untuk  berani
mengambil prakarsa sendiri  dalam
melaksanakan tugasnya, akan tetam
tndakannyva iy harus  didasarkan
kepada norma-norma  dan  peraturan
yang berlaku

(2) Pairoli kawasan, vadlu patoli dilakukan
dengan  kendarman bermotor dan  sarana
transportasi lainnya karena daerahinya leblh
luas, misslnya saiu kecamatan, berlujuan
melalkukan kontrol dan pengecekan terhadap
segala sesuatu yang berhubungan dengan
kclertiban umum  dan  kclenlemanan
masyarakat, dengan ketentuan:

|a) Ketentuan untuk pateall blok berlalos
pula bapi pairol kawasan;

{bj Patroli kendarsan bermotor dilakukan
dengan sepeda mator danfatan
kendaraan mobil;

[v] Menlaal peraluran lalua Bintlas;

(4] Menjalankan kendnrann dengan
keoopalan yang scineslnya;

[} Jangan membunyvikan klakson/sinne
jilka tidak sangat perla sekali;

{ Jangan mengpunaksn  sorolan-sorolan
lampu yvang berlebiban pada malamn heri;

(g Jika ditemui suats  kejadian  atau
pouvimpangsn  terhadap  Poraturan
Dacrah (seperd bangunan Har, pedagang
herjualan tidak pada fempatnya, tempat
usalin vang mongegangeu Bngkongan f
keolertiban wmum ITIALIPLLTL ticlale
mempiinyai surat izin usaha tempat
usaha, dan lainnya yang |bersifat
mengeganged  kelerliban wmum)  segern
ambil langkah-langkah atan findakan
pertama  berupa  penyulnhan, teguran
don peringatan, kemudian dicatat dan
dilaporkan pimpinan;

(h) Memperhatikan segala sesuatu  yang
berbubungan dengun penvikil
masyarakat seperti
gelandangan /pengemis  jalanan  yang
meminta-minta uang kepada pengendara
kendaraan bermotor, pekera seks
komersial dijalan pada malam har,
tempal-tempat f orang-oring VT
menjual minuman keras secara lerbuka
dan lainnva.
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(3) Patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli
dilakukan  dengan  kendarsan  benuotor
menyanghut ketertiban LTI dan
ketenteraman masvarakat serta penegakan
Perda dan/atau  Perkadn pada daerah
penugasan yvang didasarkan pada wilayah
hukum sesual dengan perundang-undangan,
dengan  keteniuan sama dengan  patroli
kawasan.

2] Patroli Pengawasan

Penugasan patroli bersilat inspekst dan diselenggarakan

menurit kebutuhan untuk memantan keadaan daerah

atan beberapa tempat yang menurat perkdiraan akan
timbulnyva gangguan terhadap ketertiban wmom dan
ketenteraman  masyarakat, serta upaya  penegakan

P'erda dan/atau Perkada, dengan ketenman:

a) Meolaksanakan pemclibarasn  dan  penpgawasan
terhadap ketertiban umum dan  ketenteraman
masynrakat;

bl Melaksanakan ponbanaasn masvarakatl;

¢} Memberikan penerangan kepada masyarakat
tentang hal-hal yang mengenal tugas dan fungsi
Satpol PP; dan

d] Mensosializsasikan kebijakan pemerintah daerah
yang terkait dengan tugas Satpol PIY, serta
INCTEAINP U saran-saran  dan masvarakal yang
borkailan dengan kebijakan pomeninlah.

3)  PPatroll Khisus

Ponugasan palrol vang diperintahkan sccara khusus
olch Kepala Salpel PP vang bemsifal roprosil ataw
penindakan  di lapangan  sesnal  tuntutan  atan
kebutubam vang ada dalam upays penegakan kelertiban
uminn  dan kelmlcramsn  masvarakal,  demgan
ketentuan:

i)  Meonindsklanjutl laporan, pengaduan dan perintah
khusus dann pimpman untuk melakukan
penindakan terhadap masvammkat wang nvata-
nyilo melangear Perda dan/atan Perkada serta
ketertiban umum dan kelenteraman masyarakal;

b}  Melakukan penindakan nonyustisial (penertiban)
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkacda
sirin kelertiban umum dan ketenlersman
masyarakat: dan

c) Melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan
dapat melibatkan permngkal daerah dan instansi
terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atan
Perkada serta ketertiban tamum dan ketenteraman
masyarnkni.

. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan patroll
selesai. Proses pelaporan dilakulkan melalui
pengarsipan / pendokumentagian  berkas  serta  membuat
laporan hasil kegiatan vang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan dissmpaikan kepada kepala daerah, Terhadap
krjadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang.
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Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP
disampailkan kepada Direkiur Jenderal Bing Admindstrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
FF.
3. HKeterkaitan
S0P Patroli terkait dengan SOP Penegakan Perda NonYustisial
dan Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Deteksi Dind dan
Cegah Dini, SOP Pembinaan dan Penyvuluhan, dan SOP
Penertiban,
4.  Kendarasn dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan persturan perundang-undangan.

G. Pengamanan

1. Ruang Lingkup:

Segala usaha atau kegintan foperasi yang dilakulan oleh Satpol

P1* dalaim melindungi, menjaga, dan memeliham terhadap

persoml, materil, asel, lokasi, upacara dan acam penling, dan

dokumen agar aman dan kondusif,

2. Uraian Prosedur:

Proscdur pengamanan dilaksanakan melaln lahap persiapan,

pelaksanaan, dan pelaporan.

a.  Peralapan
Tahiap persiapEn an lara lain:

1) Penetapan wakitu, sasaran dan obyek serta jumlahnya

yang akan dilaknkan pengamanan;

2} Penclupan tempal, bentuk dan melede pongamanan;

3} Proyipan adminisirasi pelaksanasn

1)  P'emeriksaan kendaraan operasional serta  salarmh
predcnpkapan scsual kelemtuan den pelunjuk yang
dibenikan panpinan; dan
Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atan instans]
Lerloel serta aparnl keamanasg, seria melakukan survey
lapangan.

Sasaran dan obyek pengamanan meliputi:

1)  Asc¢t dacrsh scsum kelemluman peraturan perundang-
undanpgan termasuk rumash dinas pejabal pemerintahan
daerah dan gedung/ perkantoran;

2) Lokasi kunjungan/iempal Pejubatl Pemerintah Doacraly
dan tamu VIP;

3) Upacara dan acara penting; dan

1)  PFungsl lain berdasarkan tugas yvang diberikan oleh
kepala dacrab,

k. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengamanan antara lain meliputi:

1) Rumah dinas pejabal pemerintah  daerab  (porlu
pembatasan):

a) Menyiapkan jadwal dan petugas;

)  Membunl Berila Acara pelitnpahan 1ugas;

¢} Mencatat dan mengenali identitas setiap tama yang
berkunjung;

d] Melakukan pengaturan lalu lintas disckitar pintu
gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk
lingkungan Rumah Dinas:

g) Mencatat identitas, logal bicara/dialek, suara-
suara lain yang terdengar, serta pesan yang
disampaikan oleh penelpon;

H
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1 Mencatat  kgadian penting/menomjol  selama
melakukan tugas jaga;

g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap
petugas pelavanan seperti petugas telpon, PAM,
listrik dan lain-lain;

h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara
inlensil disctiap lempat yvang tersembunyi dan
kurang mendapal perhatian; dan

i) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja
barang alan scjenisnya  scerla  para pencart
stnbangan [perorangan, yavasan dil).

2)  Sekitar raang kerja pejabat pemerintahan daeral (perha

pembatasan):

a) Melakukan pemeriksaan di Ingkungan rusng
kerjn;

b} Melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan
ajucdan;

) Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat
pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang
akan dilaksanakan, dalam wakiu 1 (satu) monegu
vang akan datang;

d] Memberikan pelavanan  penunjang  lainnya
lamana diperlukan;

e} Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu
yang berlunjung;

 Melakuksn pengawassn dan pengecckuan  sccara
mlensld scbap lempal yvang lerscmbuny: dan
kurang mendapat perhatian:

g Menjaps dun menceriibkan pama pedapung penjajs
burang  alau  sojemsnya  dan  pama poncari
stumbangan (perorangan, yavasan dll);

h Mengmgatksan  kepada Tala  Usabs wuniluk
melakokan pengecckan kembal lerhadap instalasi
listrik, air, Pemadam Kebakaran, AC, tempat
penyimpanan dokomen farsip dil; dan

i} Mrclaksanakan penjagaan sesual dengsn jam kerja
kantor atan zampai dengan batas wakt Pejahat
meningenlkan epal.

) Asct dacrah sclain nunah dinas dan selitar ruang kerja
pejabat pemerintahan daerah:

a) Menyiapkan jadwal dan petugas;

I Melakukun  koordinssi  dengan  dinas/instansi
pengelala gedung/aset;

c) Melakukan pendataan/ukti kepemilikan
podungfasct, gambar situasi/denab/ proposal
sehagai bahan pengecekan dilapangan;

d) Melakukan komunikasi secara  teratur  dan
borkesinambungan dengan  petugns jagn/dinas/
instansi/ pengelola gedung/ aset;

£} Melaksanakan pengawasan gedung/aset; dan

] Merencanakan  dan  menyiapksn  sarana  dan
fasilitas perlengkapan yvang digunakan untuk
memonitor Gedung/ Asset.

4] Lokasi kunjungnn/tempat pejabal pemeriniabh deserah
dan tamu VIP:

al Melakukan penjagaan dilingkungan lokasi;
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) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
obyek dan bendo-benda yang terdapat  discldtor
lokasi;

¢ Melakukan pengamatan dan pengansalisaan
terhadap situasi dan kondisi termasuk mengawasi
dan mengenali setiap orang yang heracda dilokasi;

d)] Melakukan pengawasan dan pengecckan secara
intensif setiap tempat  yang tersembunyi dan
kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi;

¢} Mengawasi dan  mencermatt | Kejadian-koadian
yvang penting/menonjol disclauar lokasi;

fi  Melakukan koordinasi dengan/antar selurahb
unsur pengamanan  lain  selama  berlangsung
kecpiatan;

g] Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler
berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta
susuman dcara yang akan dilaksanakasn; dan

I} Melakuakan koordinasi dengan panitia
penyvelenggara atau pihak vang bertanggungjawahb
melaksanaksn kegatan  lersebul  berkensan
dengan jumlah dan daftar tam undangan yvang
akan diundang menghadirl acara dimaksud.

3) Propamanan Upacars dan Acard Penting:

a) Merencanakan dan menviapkan petugas yang akan
menjaga di lingkungan tempat upacam dan acam
penling;

b Mclakukan peomeriksaan pendabivluan lerhadap
ohjek dan benda-benda disekitar lakasi sebehim
Arard dunala;

¢} Mengawasi dan  menccrmali | kojadian-koadian
vang penting/menonjol disekirar lokask;

d]  Melakukan koordinasi pengaturan lalu linlas serin
penalaan lerhadap para pedagang di sckitar lokasi;

el Melakukan pengawasan dan pengecekan secara
mlonsil scliap lempat yang lerscmbuny:  dan
kurang memndapal perhatian di Ingkungsm lokasi;

fil Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para
tayny undangan dan orang-ornng vang  berada
diloleass;

gl Melakukan keordinasi denganfantar selarah
unsgur pengamanan  lain selama  berlangsung
keginton; dan

b}  Melakukan keordinasi dengan panitia
penvelenggara atau pihak vang bertanggungjawab
melaksanakan  kegiatan  lersebul  berkenaan
dengan jumlah dan daftar tamu undangan vang
akan dinndang menghadi acara dimaksid.

6) Fungsi lain berdasarkon ugas yang  diberikan oléh
kepmla daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala
daerah sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaporan

Tahap  pelaporan  dilalkukan  setelah  pelaksanaan

pengamanan selespd, Proses pelaporan dilnkukan melalui

pengarsipan / pendokumentasinn  berkas serta  membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala
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Satpol PP dan disampaikan kepasda kepala daerah. Terhadap
kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang.
Laporan vang telah ditandaiangani Kepala Satpol PP
disampaikan kepadn Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informas] Pelaporan (21P) Satpol
FP.
3. EKeterkaitan
SOP Pengamanan terkait dengan SOP Deteksi Dini dan Cegah
Dini, SOP Patroli, dan SOP Pengawalan.
4, Kepdaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

H. Progawalan

1.  Ruang Linglup:
Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very
Imporianl  Person/VIF) yang dilakukan melalui pengawalan
dengan berjalan  kaki dan pengawalan dengan kendaraan
bermotor.
Scsuail dengan  kclenlusn  peralursn perundang-undangasn,
pengawalan dengan kendaraan bermotor memipakan tugas dan
kewenangan kepolisian. Dengan demikian, pengawalan dengan
kindaraan bermolor olch Salpol PP osilainya  mendukung
pengawalan oleh kepolisian dan posisinya berada dibelakang
pejabat forang-orang penting [VIIY).

2.  Uraian Proscdur;
Prosedur pengawalan dilaksanakan melalu lahap  porsiapan,
pelaksanaan, dan pelaparan.
. Prryiapan

Tahap persiapan anlars k&

1) I'enetapan wakhi, sasaran dan ohyek serta jumlah yang
vhan dilukukan pengawalar;

2) Penclapan lempal, bentuk dan melode pengawalan;

3] Penyiapan administrasi pelaksanaan;

4) Promeriksasm kendaman operasional serta sclurub
pedenpkapan scsual kelemtuan dan pelunmjuk  yang
diberikan pimpinan;

5) Koeoamdinasi dengan perangkat daerah dan/atan instans]
Lerkait serts aparst keamanan, dan

6] Survey lapangan.

b.  Pelaksanaan

1}  Tabap pelaksanssm pengawalan berjalan kakd meliputi:

a) Komandan dan anggota pengawalan dalam
keadaan siap berdiri di belakang dan/fatan sekitar
peiabat/VIP;

B  Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
abjek dan benda-benda disepanjang lokasl vang
dilalui;

¢ Mengawasi dan mencermati  kejadian-kejadian
yang penting/menonjol  selama  pengawalan
berjalan kaki disepanjang lokasi yang dilalui; dan

d] Melakukan koordinasi dengan/aniar  seluruh
unsur pengamatan fin  selama  berlangsung
pengawalan berjalan kaki,

2) Tahap pelaksanann pengawalan dengan kendarman
Bermotor meliputi:
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a) RKendaraan bermotor dalam keadasn siap bergerak
pada posisl begajar di barlsan belukang;
bj Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan
siap menerima laporan Kesiapan dard pengawal;
¢} Komandan  Operasi menuju ke  ajudan
menyamnpaikan laporan slap melakukan
pengawalan;
d] Kendarsan bemnolor berjajar detipan kendaraan
bermotor lainnyn berangkat menuju fajuan;
¢}  Sclama pepalanan lampu dinvalakan dan sinne
hidup fila diperlukan);
fi  Tiba di tujuan:
{1) Sebehim berhenti berikan tanda/ isyarat
pelan; dan
(2) Berhanti dan parkir ditempat yang aman.
g)] Selesalacara akan kemball ke kantor:
(1) Eendarasn bermotor telah siap; dan
(2] Kemandan Operasi laporan ke ajodan siap
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama
dengan waktu perelanan mennugu tujusn.
h) Tiba di kantor
Setealah kendaraan bermotar di parkir, Kemandan
Operasi laporan kKepads ajuwdan buhwa penpawsalan
telah =elesai dilaksanakan.
. IPelaporan
Tahap pelaporan dilakoukan sclclals pelaksansan pongawalan
seleEan Pruscs polaporan difakulan kil
pengarsipan / pendokumentasian  berkas asrta  membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandstangan olch Kepala
Salpol PP dan disampaikan kepada kepala dacrah, Terhadap
kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuar
secarns lanpuung securn berjenjung,
Laporan wvang (clah ditandalanpgam Eepala Salpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilavahan melalui Sistem Informiasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP

I{eieﬂmlﬂ'nn
SOP Pengawnlun lerkast dengan SOP Deleksi dan Cogah Ding, SOP
Falroli, din SOP Pengamanan.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I Penertiban

1.

Ruang Lingkuap:

Ponertiban adalah suatu tindakan untuk menertibkan dalam
rangka peningkatan ketaatan masvarakat terhadap Perda
dan/atan Perkada manpun peraturan lain.

Tindaknn penertiban dilokukan setelah mosyarakat, kelompok,
maupun badan hukom selako pelanggar tidak mematahi Suarat
Pernyataan vang telah ditandatangani serta tidak mengindahkan
Sumt Peringatan pertama, Sural Peringatan kedua dan Surat
Peringatan ketiga sesual standar operaslonal prosedur penegakan
Perda dan /atan Perkada.

Tindakan penertiban bersifat nonyudisial dan biasanva dilakukan
dengan cara menghentikan sementara kegintan yang melanggar
Perda danfatan Perkada dan peraturan lainnya. Sedangkan
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putusan final atas pelanggaran tersebut memipakan kewenangan
Instansi atau Pejubat yang berwenang.
Penertiban meliputi:
@, tertib tata ruang;
b. tertib jalan;
e. tertlb angkutan jalan dan anglutan sungai;
d. tertib jalur hijaw, taman dan tempal Ummuam;
e, lertib sungad, saluran, kolam, dan pingeir pantad;
f.  tertib lingkungan;
g tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
b, tertib bangutan;
I, tertlb sosial;
J. tertib kesehatan;
k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
l.  tertib peran serta masyarakat, dan
m. tertlh lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda
HEASIT E-TIABITIE.
2. Uraian PProsedur;
Prosedur penertiban dilaksanakan melalui tahap persiapan,
prlakssnaan, dan pelaporan.
a. Persiapan

Tahap perslapan antara [ain:

1} Penelapan wakiu, sassran dan obyek penertiban serta
jumiah personil yvang akan melalkukan penertibang

2)  Penetapan tempat, hentuk dan metode penertiban;

3) Peoyiapan renesna operasi peneriibsan;

4} Proympan adminsiras: pelaksanasn

5)  Pemeriksaan kendaraan operasional serta saharmh
predcnpkapan scsual kclemtuan den pelunjuk yang
diberikan panpinan;

6)  Penyiapan perlengkapan pertolongan pertama (1%3K) dan
kendarnan pertolongan demural/ anbuluns);

7l Peoyvampaian arahan/ brefing kepada anppotsd lenlang
maksud dan tujuan penertiban, kemungkinan ancaman
yvang diluadapi olch polugas dalam ponertiban, sikap
bermdak tegas namun Udak amean, Udak melakukan
pemukulan/kekerasan  (body econtact), menjunjung
tinggi HAM, dan mematihi perintah pimpinan;

#) HKoomdinasi denpan perangkat dacrah dan /atau imstansi
terkait termasuk RET/RW dan masyvarakat setempat,
serta aparat keamanan;

9)  Survei lapangan dalam rangks pemantacan situasi dan
kondisi: dan

10) Pemberitahuan  kepadn masyarakat, kelompok dan
badan hukum yang akan ditertibloan.

b. Pelaksanaan

1) Tertib tata mang

a)  Melnkukan identilikosi RTRW (Rencana Tala Ruang
Wilayah) dan pemantasan lapangan terhadap
pelaksanaan tertlb tata rmiang aftas potensi
torjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada,

B Melakukan komunikasi dan koordinssi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/fInstansi terlait terhadap peloksanaan tertib
tata ruang; dan
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¢} Pelaksansan penertiban tata ruang oleh petugas
terhadap pelanggaraan Perda danfatau Perkada.

Tertib jalan

a) Melakukan identifikasi dan pemantsuan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi
terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

B Melakukan kemunikasi dan koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Instansi  terkait, terhadap pelaksanaan
tertib jalan; dan

¢ Pelaksansan penertiban jalan olch  petugas
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Tertib anglutan jalan dan angkutan sungail

a) Melakukan identilikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan
anglutan  sungal atas  potensi  terjadinga
pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan

Bh)  Melakuakan komunikasi dan koordinas| secara
tEratar dan berkes nambungan dengan
Dhinasf Inslans: terkait, terhadap pelaksanan lertiib
angkutan jalan dan angkutan sungal.

c) Pelaksanaan penertiban  angkutan  jalan  dan
anpkulan sumpdl  oleh pelugas Lerhadap
pelanggaran 1erda dan/atan Perkada.

Tertib jnlar hijau, taman dan tempat nmum

)  Melabkukan identifikasi dun pemanlavan lapangan
terhadap pelaksanaan terlah jalor hyau, tanan dan
tempat umam atas potensi terjadinya pelanggaran
Porda duan/atau Porkadsg

bl Melakuksn homumbasi dean koordinast scoarma
teratur dan herkeslnambungan dengan
Dings /Inslansi  loerkail, lerhoadap  pelukssnsan
Leriah falur hnyao, taman dan lempal wonuorm; dan

¢} Pelaksanaan penertiban jalur hijau, taman dan
tompat uinum olch polugans torhadap pelanggaran
Poerda dan/atau Perkada,

Tertib aungai, saluran, lkolam, pinggir pantai

) Melukubksn identifikas don pemsnilaian lapanga
terhadap pelaksanasn  lertib  sunpgsd, salumn,
kolam, pinggir pantai atas pofensi terjadinya
pelanggaran Perda dan/fatau Perkada;

b Muelakukan komunikasi dun koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinasfinstansi  terkait, terhadap pelaksanaan
tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan

cj Pelaksanaan penertiban sungai, saluran, kolam,
pinggir pantai oleh petugas terhadap pelanggaran
Porda don fatau Perkado.

Temib lingkuangan

a)  Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksansan  tertib  lingkungan  atas
potensi terjadinya  pelanggaran Perda dan/atan
Perkada;

b Melakukan komunikasi dan koordinasi  secara
teratur dan berkesinambungan dengan
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8)

9)

10)

11}
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Dinas/mstansi  terkait, tethadap pelaksanaan
tertib linghungan; dan

¢} Pelaksanaan penertiban lingkungan oleh petugas
terhadap pelanggaran Perda dan /atau Perkada.

Tertib tempat usaha dan usaha tertentu

a) Melakukan dentiflkasi dan pemantanan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib tempal usaha dan
usahia tertentu atas potensi lerjadinya pelanggaran
Perda dan/atan Perkada;

bl Melakukan komumkasi dan koordinasi secara
teralur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Instansl  terkait, terhadap pelaksanaan
tertib tempat nsaha dan nsaha tertenta; dan

¢} Pelakssnssn penertiban tempal usaba dan usaha
tertentu oleh petugas terhadap pelanggaran Perda
dan /atau PPerkada,

Tertib bangunan

a}] Melakukan ldentifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib  bangunan atas
polcos: terjadmya pelanpgsran Perda dangdatau
I"erkada;

I3} Melakukan kemunikasi dan koordinas| secara
leratur tam berkesinambungan dengan
1Jinas/Instansi rerkait terhadap pelaksanaan tertib
bangunan; dan

¢} Prlakssmosan peperiiban banpunan olch pelugas
lerhadap pelangearan Perda damn/ alau Porkada.

Tertib gosial

a)  Mclakuksan jdentiffkast dun ponanlausn lapangan
torhadap polaksanasn erbh sosial slas polensi
terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

B Melakukan komunikasi dan koordinasi secara
Leratur ifchal brrkesinambungan drnpan
Ninas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib
somal; dan

cl Pelakssmaan peoeriban  sosial oleh  pelugas
terhadap pelanggaran Perda dan/atan Perkada.

Tertib koschetu

a) Moelakuksan identiffkasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib  Kesehatan atas
potensi terjadinya  pelanggaran Perda dan/atan
Perkada;

) Melakukan komnikasi dan keordinasi secara
teramr dan berkesinambungan dengan
Diinas fInstansi terkail terhadap pelaksanasn tertib
kesehatan; dan

c) Pelaksanaan penertiban kesehatan oleh petugas
terhindap pelanggaran Porda dan /mtan Porkada.

Temib tempat hiburan dan keramaian

a)  Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan
keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran
Perda dan/atau Perkada;

b Melakukan komunikasi dan koordinasi  secara
teratur dan berkesinambungan dengan
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Dinas/nstansi terkan terhadap pelaksanasn tertib

temnpat hiburan dan kernmainn; dan

) Pelaksanaan penertiban tempat hiburan dan
keramaian oleh petugas terhadap pelanggaran
Perda dan/atau Perkada.

12} Tenib peran serta masyarakat
al Melakukan identilikasi dan pemaniavan lapangan

tethadap pelaksansan lertib peran serta

masyarakat atas potensi terjndinyn pelanggaran

Perda dan/atau Perkada;

b Melakukan komuniksas: dan koordinasi sceara
terntur dan herkesinambungan dengan
Dinas/instansi terkait, terhadap pelaksanaan
tertib peran serta masvarakat; dan

cj [Pelaksanaan penertiban peran serta masyarakat
aleh petugas terhadap pelanggaran erda dan /atau
Perkada.

13) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda
masing-masing.

14) Proscdur dalam melakukan wentiikasi dan
Pemantanan lapangan terhadap pelaksanaan seluruh
penertiban dilakukan tntuk mengetahul kepatuban
masyvarakal, kelompok, mapun badan hukoum lerhadap
Surat Pemyataan vang telah ditandatangani maupun
Surat Peringatan pertama, Surpt Peringatan kedua dan
Sural Perngalan ketign dengan jangks waklu yang
dilclapkan bordasarkan standar operasionsl proscdur
penegakan Perda dan/atan D'erkadn dan dilakukan
melahi delcksi dind dan cogah dind, pembinasn dan
peoyuluhan serta palmi | berndasarksn stamdar
aperasional progedur masing-masing.

15) Prosedur dalaan melakulonn kornunibosi dan koordinas
secara eralur dan berkesinambumezan denpan dmas
danfatau instansi terkait terhadap pelaksanaan
selurubh penertiban dilakukan scbelum melaksunakan

iban anlara lain denpan aparal  keamanan

(TNIfPnlri), perangkat daerah dan instansi terkaif,

PPNS, soria kecanutan muaupun keluradoan fdesa.

16) Proscdur dalam pelaksanaan scluruh  penertiban
terhadap pelanggaran Perda dan/fatau Terkada atan
pemturan lain dilakukan melalul langkah-langkah:

a) Membacakan/menyampaikon — Surat  Periniah
Penertiban,

b)) Melakukan penutupan/penyegelan.

¢) Apabila ada upaya dar masyarakat, kelompok
maupun  badan  hukum  yang melakukan
penolakan/perlawanan terhiadap pethugas,
dilakukan upayn-upmyn:

(1) melakukan negosiasi dan  memberikan
pemahaman kepada masvarakat, kelompok
maupun badan hukum tersebut.

(2) dapat menggunakan mediator [pihak ketiga)
vang dianggap dapat menjembatani upava
penertiban.

(3) apabila wupayn negosiasi dan mediasi
mengalami  jalan bunm, maka petugas
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melakukan tindakan/upava paksa penertiban
(sebagai langkah terakhir).

d] Apabila menghadapi masyarakat, kelompok
maupun badan hukum  vang  memberikan
perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka
langkah langkah vang dilakukan adalah:

(1) Menahan did untuk melakukan konsolidasi
sambil memperhatikan perintah lebib lanjue

(2) Mengamankan pihak vang memprovokasi

(3] Melakukan tndakan bela din untuk
mencegah korban ke dua belah pihak.

(1 Petugae tetap  berelkap  tegas  untuk
melakuikan penertiban.

(2) Apabila perlawanan dari masvarakat
mengancam keselamatan jiwa petugas serta
berpotensi menimbulkan konflik yang lebih
luas disdakan konsolidasi scocpalnya dan
menunggn perintah piimpinan lebih lanjut.

(h) Komandan Pasukan operasi  penertiban,
scsual dengan situasi dan kendis: di lapangan
berhak untuk melanjutkan atan
menghentikan aperasi penertiban.

(7) Melaloukan advokasi dan banluan hukom.

i8] Mengadakan svahiasi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan dan rencana tindak lebih
lamgul.

. Pelaporan
Tahap pslaporan dilalkan astelah pelaksanaan pensrtiban
sclcsai., Proscs polaporam dilakukan mclala
prngarsipan / pendokumenlasian  borkas  serla  memboeat
laparan hasil keglatan yang ditandatangani oleh Kepala
Sulpol PP dun dismnpankan kepada kepals dacruh, Terhadup
Ekcjadian yang memerlukan Undaskan sepers, laporan dibuoal
secara langsung secara berjenjang.
Laporan yang lclabh ditsndatangani Kepala Salpol PP
disamnpaikan kepada Dirckiur Joenderal Bina Administrasi
Kewilavahan melalui Sistem Informasi Pelaporan {811} Satpal
PP,
3. Keterkaitan
S0 Penertiban terkait dengan SO0 Penegakan Perda Nonyustisial
dan Yustisial, SOI* Penegakan P'erkada, SO Deteksi Dini dan
Cegah Dini, SOF Patroli, dan SOP Pengiuananan,
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perandang-undangan.

«J.  Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
1.  Ruang Lingkup:
. Unjuk rasa;
Kegiatan vang dilakukan seseorang atau lebih untak
mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya
secarn demonstratl dimuka umum yang berkaitan dengan
Perda, Perkada, kebljakan Pemerintah, dan  kehijakan
lainnya yvang terkait dengan Pemerintah.
Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawail, rapal umuam,
ataupun mimbar bebas, Unjuk rasa umumnya lelah
diberitahuikan terlebih dabhulu kepada pihak Kepolisian,
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Selanjutnya dan pihak Kepolisian memberitahukan kepsda
Kepala Satpol PP selempal.
b. Kerusuhan massa:

Suatu situasi kKacau, rusuh dan kKekacauan, vang dilakukan
oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan
anarki yang membahayakan keselamatan jlwa, harta dan
benda seperti lindakan kekerasan, pengrusakan [asilitas
umnun, asel dacrah dan rumah ibadah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Keadaan vang dikategonkan kenssuhan massa adalah:

1) Massa perusuh dimlai telah melakukan tindakan vang
sangat  mengganggu  ketertiban umum  dan
ketenteraman masvarakat serta melakukan kekerasan
vang membahavakan Keselamatan jiwa, harla dan
benda antam lain:
al Merusak fasilitas vumum dan instalasi pemerintah;
bl  Melakukan pembsksran benda-benda yang

mengakibatikan tergangminya anis lala lintas; dan
c) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat
Laam,

2} Massa perusuh memuanjukkan sikap dan tindakan yvang
melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara
ladny:

a) Melewnti garis batas yang telah diberikan petugas;
dan
L) Melakuksn tndabksan kekerasan/avarkas kepada
Pulugas pUigsInEnan.
Uraian I'rosedur:
Proscdur pcenanganan unjuk rass den kerusuhss  mnesss
dilaksanakan melalhw  (ahap persmpsn,  pelabssnsan,  dan

pelaparan.

u, Persinpan
Tahap persiapan sanlara lam dilakuksn melaln langksh-
langkah:

1) Pepclapan waktu, sasaran dan obyeck yang akan
dilakukan penangansn unjuk msa dan kerusuhan
massa serta jumlah personil vang akan melalukan
PHETRATERATLATE,

2] Penctapan tempat, bentuk dan metode penanganan
unjuk rasa dan kerasuhan massa;

3 Penyiapan administrasi pelaksanaan;

4) Prmeriksasn kendamaom  operasional  serta scluruh
perdengkapan sesuai Retentuan dan petunjuk vang
diberikan pimpinan;

5] Poonyampaian arahan/briefing kepada anggota lentang
maksud dan tojuan penanganan unjuk rasa dan
kemasuhan massa termasuk kemungkinan ancaman
vang dihadapi olch petugas;

6) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan; dan

7 Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan.

b, Pelaksanaan

1) Tahap pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan
melalut lnngkah-langkah:

a) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio
jumlah massa vang melakukan unjuk rasa;
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b  Melakukan apel perstapan pelaksanaan;

c)  Mengamarikan asel daerah yang dilalui pengunjuk
rasa,

d)] Mengantigipasi potensi  tindakan anarki  oleh
pengunjul rasa;

#)  Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atan
instansi  terkail membantu  aparal  Keamanan
memisahkan  pengunjuk  rasa  dengan  massa
penonion;

I Satpol PP sifatnya menbaniu aparat Keamanan
dalam penanganan unjuk msa dan melakukan
tindakan sesual hasil keordinasl dengan pihak
keamanan:

gl Seclama proses  penanganan  umjuk | omsa
berlangsuang, anggota Satpol ' berada pada
barizan kedua atan belakang darl aparat
kesmanan (TNI/ Palril:

h) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/fatan
instansi terkait serta aparat keamanan melakukan
neeostast dengan cara sianpatilk, berwibawa dan
tanpa pemaksaan kehendak;

I} Satpol I'M" bersama peranghkat daerah dan/atan
mstansi  lerkail soTld ApEral kcamanan
menindaklpnjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa;

11 Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atan
mstanst torkait serla aparal keamanan melakukarn
upayva ponyclesaian akst unyuk rasa; dan

k] Tidak melakukan tindakan diluar  kendali
PUNPINATD JApEngsn,

2} Tahap pclaksanasn penangansn kerusuban massa
dilakukan melahii langkah-langkah:

) Molakubkan komunikasi dan koordinesi dengan
perangkal dacrah dan/alan mslans: erkail soris
aparat keamanan terhadap pelaksanaan
ponanganin korusuhan massa;

b Mceoyviapkan banluan personil anggota Satpol PP
sesiiai dengan rasio jumlah massa vang melakukan
korusubuin miassn,

c) Menpamankan aset dacrah;

d)  Satpol PP sifatnya membanta aparat keamanan
dalam penanganan  kemsuhan masga dan
melakukon indakan berdasarkan hasil koordimasi
dengan pihak keamanan;

& Selama proses penanganan kermsuhan massa
berlangsung, anggola Satpel PP berada pada
barisan kedua atan belakang dari  aparar
keamanan [TNI/Palri); dan

I} Tidak melakokon tindakan diluar  kendoli
pimpinan lapangan.

¢. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa  selesal.
Proses pelaporan dilakukan metahui
pengarsipan / pendokumentasinn  berkas  serta  membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap
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kejadian vang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secarn langsung secara berjenjang.
Laporan yang telah ditandatanganl Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Adminisirasi
Kewilaynhan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP,
3.  Relerkaitan
SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuban Massa terkail
dengan S0P Deteksi [ini dan Cegah Dini, SOP Patroli, S0P
Pengamanan, dan SOP Pengawalarn.
4, Kepdaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

FORMAT PEMEENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG FRAJA

KOP SURAT

KEPUTUSAN GURERNUR ATAL KEPUTUSAN BUPATI/WALL KOTA..........
NOMOR ...
TENTANG
PEMBENTURAN MAJELIS KODE ETIK POLIST PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memgmbeane @ 4. bbwa bordasarkan dugsan pelanpeuran kode ouk Polisa
Pamong Praja vang dilakokan olch Sdr. oo e . KIF
o panglkat ... jabatan ..., peria

b, dibentuk Majclis Kode Etk Polist Pamnong Praja;

bahwa dalam mnegka pembeniukan Maiclis Eode Euk
I'nlisi Famang I'raja sebagaimana dimaksud pada harmf
a, perlu  menclapkan  kepulusan gubornur  ulau
kepulusan bupati)/wali kota.......lentaneg Peombenluksn
Majelis Kode: ltik 'olisi Pamong Praja;

Mongingsl : 1, Undoang-Undang Nomor 35 Taliun 20 14 lentang Aparstur
Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tumbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3041);

2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang
Pomerinlahsn  Dacralh  ([Lembaran Negara  Ropublik
Indonesia Tabnn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56749);

3. Peraturan Pemerintah Nemor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pumong Praja (Lembarmn Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4, Peraluran Menteri Dalam Negen
Nomar,..... ENAng. . ........Standar  Operasl Proséedur
Sataan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
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Fraga;
MEMUTUSKAN:
Meneiapkan
KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susunan keanggotaan sehagal berikut:
1. Nama :
NIP
Panghkat
Jabatan
Unit Ketja :
2, dst......c...n
KEIUA : Majelis Kode Ktik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksued
pada Diktum KESATU mempunvai tugas dan wewenang
sebagai berilast;
Tugas:
B snneppuispsyaparaaass
3. dst
Wewenang:
Fissassnasapennpuunn
. T
3. dst
KETIGA : Majelis Kode Itik 'olisi IPfamong *raja sebapgaimana dimaksud
pada Diktom KESATY bersifat ad hoo dan bertugas malai
langeeal dilclapkan sampal dengsm  lerbilova  kepulosan
guborour  atau kepulusan bupal/wali kola...... lenlang
penetapan sankal kepada Polisi 'among 1"aja yang
melakukan polanggaran kode clik.
EEEMPAT ;o Keputusan mi mulal berliko pada tangeal dilelapksn.
Ditetaplan di e emmrnnes
I"ada tanggal ... . ...
Kiepala Dacrah
BAMA st s ki A S
Tembusan Yih:
1 [ EPEPPPPy Ta IS
B s s b
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V. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK FOLISI PAMONG PRAJA

KOP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA. ...,

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLIS] PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

AdidRRERRRE R diiREaaERaand ERETTITT P

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dugaan pelangparan kode etik Polisi
Pamong Prga vang dilakukan oleh Sdr. ...... A C Y . NIP
RSPREPRSN « 1,11 - | S— ve Jjabatan ., perin

b dibentuk Majelis Kode Etik Molisl Pamong Praja;

babhwa dalam rangka pembeniukan Majelis Kode Etik
Polisi Pamong I'raja sebagaimana dimaksud pada hamf
a, perlu  menetapkan keputisan gubernur atan
keputusan bupaty/wali kota......lendang Peonbentuksn
Majeliz Kode Htik Polisl Pamong Praja;

Mengingsl ;1 Undaneg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tubiuni 1974 Nomotr 55, Twmbabiin Lembearan Nepaia
Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tfentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhup 2014 Nomor 244, Twubahon
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah terakbir dengan 'eraturan
Pumneriniah Pengeanl]l Undang-Undang Nomor 2 Tabun
2022 temtang Cipla Eega (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamhbahan
Lombaran Negura Republik Indonesin Nomor 6841);

3. Poraturan Pemmenmiah Nomor 16 Tahun 2018 lentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Idonesia Tuhun 2018 Nomor 72 Tainbaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

1. Perataran Menteri Palam Negeri
Nommor...... BOTLLBEER, o i i s Standar Operasi  Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susunan keangpolaan sebagai borkul:
1. Nama :
NIP
Pangkal
Jabatan
Unit Kerja :

KEDUA : Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada Diktam KESATU mempunyvai tugas dan wewenang
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KETIGA : Majelis Kode Etik Polist Pamnong Praja sebaganpana donaksud
pada Diktum KESATU bersifar od hoe dan bertugas mula
tanggal ditetapkan sampal dengan terhbitnya keputusan
gubermir atan kepumisan bupati/wali kota.. . tentang
penctapan  sanksi Kepads Polisi Pamong Praje  vang
melakukan pelanggamn kode etik.

KEEMPAT  : Kepumsan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan,

Ditetaplean di...oeennes
a.n Kepala Daerah
Kepala Satuan "olisi Pamong

Ternbusan Yih:
| Jo e e rtirats
R s e
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

HERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULLIAN
PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)

NOMOR . ovnivnsiivnsiiaes
Pada han imb.........laogeal......... bularn......... JAHUT L weiieiaaes SHVA VANE
BT Hamia.. | 15— pangkat........Jabatan....... TR i

berdasarkan tmnnngnn sesual keputusan guh-rrmtr atau  keputusan
bupatifwall kota.._ . __tentang Pembentukan Petugas Tindak Internal

13 1 T Nm:uur....,mTahun.,,,.........".HETLH Sural Tugas
Nomor..........tanggal..........tahan......... felah  melakukan  pemeriksaan
terhadap:
Nama B B 80§ S B e B 8 S B B & S
Pangkat R e s U T PP PP PRI R e RURC T e s s SR P Erette
Jabatan e e e D e S e
lidang/anit ker]a .....................................................................................
Sebagal.......[Terduga/Saksl Pelapar/Saksl lain) dalam dugaan pelanggaran
Eode EUE Sl88 THINE  .occcevesersssies berdasarkan laporan  dun/fatau
pengadhian masyarakat atan Pol 1*1%
Yanp bersangkutan diminlakan kelerangsn berdasarkan perlanyasasn-
perlanvaan dan membonkan awaban schapa berkul:
L. Porianyaan R T e S e e
Jawaban L R S S S R S e BN
2. Pertanyaan B A N B0 o A SR 0 S B L 00 P i
Juwnbay B i ST S | Pera e S,
D N R INTN L e e e o s o st e r B R A o B e ey B A

Demildan Berita Acara Pomeriksasn inl dibuat dengan  scsunggubmys
umluk dapal diguniakan schaganmana mestinya.

Yang diperiksa Puerneriksa

MNama N Nama B s e L R
MNP S i i NiP T T T T e ree P retL
Jubalan Rl e AR L ] Jubptan e i N
Tanda TANEATN | .ooerasiesesnirrenns Tanda LANBAN § i iiisiniorr
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VL. FORMAT SURAT PEMANGGILAN MAJELIS KODE ETIK FOLISI PAMONG

FRAJA
KOP SURAT
RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR ....cocooveriiiiiinins
1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama T s T oy R S RN RS S R
NI AU SO —
Panghkat L P |y S | — |
Jabatan e AR RIS e S R e b e ah e £
Unit kerja @ ... TR LA T P e P N T B R ERPERTY

unluk hadir pada persidangan Majclis Kode Euk Polisi Pamong
Praja.......oee..0, pada:

dalam rangka permintaan keterangan terhadap dugean pelanggaran
kode clik Polisi Pamone Prja scsuai ketentuan Pormturan Menteri
Dralaan Negen Nomor ........ I 5 ] 6 N

2. Demkian unluk dilaksanakan,

Ketina [ Sekretaris,
Mujelis Kode Euk Pul PP
Satusn Polisi Pamong
Praja.............
WAMAL . i s s iy s
L R
Tembusan Yih
B tiaiiiiiide
2- (1] ]
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VII. FORMAT TATA CARA PERSIDANGAN MAJELIS KODE ETIK POLIS]
PAMONG PRAJA

TATA CARA PERSIDANGAN
MAJELIS KODE ETIK POLIS] PAMONG PRAJA

1. Anggola Majelis Kode Eiik mengambil tempat vang telah ditentukan di
ruangan sidang,

2. Kema Majelis Kode Etik membuka sidang dengan mengucapkan “salam”
dilanjutkan dengan kalimat: “Pada har tm ..., tangeal ... bulan
r— tahum .o, sidang Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja
memeriksa dugnan pelanggaran kode etik Polisi Pamong 'raja atas
nAma ..., PPanghkar ..., NIF .. ,Jabatan .., Bidang/Unit Kerja
PLEREN dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umurn® didkatd deogan
ketukan pala 3 (tiga) kali.

3. Ketua Majelis Kode Etlk memerintahkan Sekretaris untuk memanggil
Polisi Pamnong Praja vang didugs melakukan pelangesaran kode etk agar
memasuki mangan sidang (dalam pelaksanaannya Sekretaris dapat
meminta hantuan kepada pemugas vang ditunjuk).

4. Ketua Majels Kode Elik menanyakan 1dentitas Polisi Pamnong Praja yang

diduga melaknkan pelanggaran kode etik tentang nama lengkap, umur,

panghkat, NIIY, jabatan dan bidang/unit kerja sesuail data yang ada pada
berkas porkan:.

Ketua Majelis Kode tik memerintahkan Sekretaris membacakan

tuntutan terhadap Terduga.

Eetua Majelis Kode Euk mengatur mekamisme pemorksasan dalam

sudang,

Apahila pertanyvaan anggnta Majelis Kode KKtik tidalk dijawab aleh Palisl

Pamong Praja yang didugs moakukan pelanppsman kode ek, maka

Ectua Maichs Eode Euk (clap mencruskan sidang  soria

memperingatkan  Pollsi Famong Praja yang  diduga  melakukan

pelimpearan kode clik bubwa bl itu dapal merugilem dirinys sendin,

8. Apabila persidangan perlu dilunda, maks Keluz Majchis Eode Euk
menyatakan “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari ... ;
Langeil o o bulan i tARIM s v JIm s berlempat di e
ditkeuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali,

9. Ketua Majelis Kode Erik melanjutlan persidangan dengan menyatakan:
“Sidang dilanjutkan kemmbeli®, difleoti dengan ke bokan palu 1 (salu) kali.

10. Apabila pemeriksaan vang dilaksanakan olch Majelis Kode Etik telah
dianggap cukup, maka Ketua Majelis Kode Etik memberikan
kesempatan kepada 'olisi Pamong Praja yang diduga melakukan
pelanggaran kode ctik untuk menyampaikan pembelasn did secarn
lisan/tertulis.

11. Pufusan sidang Majelis Kode Ftik diambil secara musyawarah mufakat
dan bersilat terbatas seria ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Elik
beserta seluruh anggota.

12. Bentuk Keputusan Majelis Kode Etik sesuai format terlampir.

13, Keputusan Majelis Kode Etik dibacaknn dan disumpaikan kepada Polisi
Pamong Praja vang didugas melakukan pelanggaran kode etik oleh Ketua
Majelis Kode Etik dalam persidangan.

14, Apabila Ketua Majelis Kode Eiik menganggap proses pemeriksaan dalam
sidang Majelis Kode Etlk telah selesai selurmihnya, maka Ketua Majelis
Kode Etik menump sidang dengan menvatakan: "Sidang Majelis vang
memeriksa Terdugn, nama ......., pangkat ......., NIP ......., jabatan ......,
bidang/unit kerja ......., dengan resmi ditutup”, dilkuti dengan ketukan
palu 3 (riga) kali.

w

o

b
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VL FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

-

a

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSL/ KABUPATEN /KOTA...
NOMOR .. I
'I‘EN’!‘&NG
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLIS] PAMONG PRAJA
ATAE NAMA.........
Pada bari ... tanggal ....bulan....tabun...Majelis Kode Etik Polisi
Pumnetig Praju 1:1Inh mt*!nku'lmn Im-m*nnguu unifuk memenksa Saudara:
MNugnin L —————————
NIP T B Rt Ve ¢ e e e R kS AL Ve e i T
Panghat e A oS e R A A A
Jubiwtan R § B A B B P S A g
Uit kerga E B

Dalam pezwd:mm.u berdasa.ﬂmu p-m‘:erlkﬂaan tertmdap .'aahm Eﬂkﬂi dan

barang bukti, yang bersangkutan terbulketi/tidak terbukti (sebuthan salaft

soufu) melalmlean pelanpparan kode etilk berupa oo R [sebnathor

Jenis pelanggaran kode dfik secara leagkap) dan didogaftdak diduge

[mebuthan salah satu) molekokan pelanggeran disiplin pogawni negen sipil

1 ¥ ] R [sebutkan secara lengkop apabila ada pelanggaran disiplin

pegaiai negeri sipill sesuail peraturan perindang-undangan).

Berdusarksan hasil miusynwnraeh mulika ) suers  lerbsoyak ) Kepualssan

Ketun [plih salah satu berdasarkan kesepokatan) Mojolis Kode Rk,

hepada yeng borasngkotan diputosken untok:

a. terhadap pelanggaran Kode Etik Polizi 'among Praja, dikenakan
sanksi bepipa...... [sebulhun secard lenghap fenis sankstnga).

b. terhadap dugaan pelanggaran disiplin pegawal negeri sipil,
disampaikan kepada perangkat daerab vang membidangi
kepegawaian untuk diproses lanjat,

Demikian Keputusan Majelis Kode Etlk lollsl 'among Praja untuk

dignnakan sebagaimana mestinya sSesual peranwan perundang

www.peraturan.go.id



-53-

[X. FORMAT PENETAPAN SANIKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA. ...,

PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLISE PAMONG PRAJA ATAS NAMA........

Menimbang

Mengmepal

Menetapkan
KESATU

DENGAN RAHMAT TUTHAN YANG MAHA ESA

o

bahwa berdasarkan Kepulusan pubermur  ataud

keputusan luapati / wali kota.....c.....
Nomaor..Tahon.. ... tentang Pembentukan Majelis
Eode Elik Polisi Pamong Praja.....;

hahwa Majelis Kode [tk Polisi Pamong [Praja telah
melakukan persidangan atas dugaan pelanggaran kode
ciitk yang dilakukan olch Saudars ... i § 1 e
Jabatan . Unit Kerja...

bahwa anlls I-inde ik I'nllﬂl I‘amnng I'm_]a telah
menclapkan Kepulusan Nomor....... Tahum....lenilang.. ...
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksiad pada hraf a, humf b, dan humf ¢ perlu
menctapkan kepulusan  pubomur  dlaa  kopulusan
bupaly/wahh kola......leolang Pooclapan Sanks: Alas
Pelanggaran  Kode [tik Pollsi Pamaong 'raja Atas
Tndang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tenlang Aparalur
Hipll Negara (lembaran Negara Republik |ndanesia
Tubhun 1974 Nomor 55, Tumbahan Lembuaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3021);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan  Dacrah  ([Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus
alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 icnolang
Pemerintaban  1daerah  (Lembaran Negara Republik
Indoneein Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Saluan Pelisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomaor 6205);

Peraturan Menten Dalon Negori
Nomor......fentang.......... Standar  Operasi  Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

MEMUTUSKAN:
Menvatakan ‘-mudum
Nuama
NP
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_54_

Pangkat
Jabatmry
Unit Kerja H
Terbukti melanpggar Kode Etik Polisi Pamong Praja
bempa......sebagaimana ditentulkan dalam
Pasal.... Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor..... Tahun.....leatang. ......

KEDUA ¢ Mama tlersebul pada Diktum KESATU diberikan sanksi
bern

KETICGA : F(:iulg:mmﬂn a-a.nkm sebapgmmana pada Diktum KEDUA

dilaksanakan selambal-lambatnya 3 (lgal had setelah
Keputusan Inl diterima yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada vang bersanglmtan
untuk dindahkan  dan  dilakssnakan  sebapaimana
mestinya.

KILLIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NAMA. .ot i .
i | T,

Temnbusan Yik

T TI L [ s PP

' o
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X. FORMAT PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN GUBLERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA..........

NOMOR .oveiennes T,
TENTANG

FENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA........

Mernmbang

Menpingat

Menetapkan
KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3.

bahwa berdasarkan Kepulusan pubermur  ataud

keputusan luapati / wali kota...........
Nomaor..Tahon.. ... tentang Pembentukan Majelis
Eode Elik Polisi Pamong Praja.....;

hahwa Majelis Kode [tk Polisi Pamong [Praja telah
melakukan persidangan atas dugaan p!'lnnggaran kode
citk yang dilakukan olch Saudama .. I ] LA
Jabatan . Unit Kerja...

bahwa anlls I-inde ik I'nllﬂl I‘amnng I'm_]a telah
menclapkan Kepulusan Nomor....... Tahum....lenilang.. ...
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksuad pada hraf a, humf b, dan humf ¢ perlu
menctapkan kepulusan  pubomur  dlau  keputlusan
bupaly/wahh kola......leolang Pooclapan Sanks: Alas
Pelanggaran  Kode [tik Pollsi Pamaong 'raja Atas
Tndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenlang Aparalur
Hipll Negara (lembaran Negara Republik Indanesla
Tuhun 1974 Nomor 55, Tumbahan Lembuaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3021);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pemerintahuan  Deerah  (Loembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana
telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus
alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cntang
Pemerintaban  1daerah  (Lembaran Negara Republik
Indoneein Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Saluan Pelisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomaor 6205);

Peraturan Menten Dalon Negori
Nomor......fentang.......... Standar  Operasi  Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praja;

MEMUTUSKAN:
Menyatakan 'iinudam
Nama
NIF
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Pangkat
Jabatan
Unit Kerja :
Terbukti melanpggar Kode Etik Polisi Pamong Praja
berupa.... .. .sebagnimana ditentulean dalam
Pasal.... Peraturan Menter Dalam Negeri
Nomor..... Tahun..... tenlang.......
KEDUA : Nama tersebut pada Diktum KESATU diberikan sanksi
KETIGA - Pclak[:aﬂuan sankst sebagaimana pada Dhikium KEDUA

dilaksanakan selambat-limbatnya 3 (iga) han  setelah
Keputusan Inl diterima vang bersanglaitan.
KEEMPAT : Kepumisan ini disampaikan kepada wang bersangkutan
untuk diindahkan dan dilaksanakan sebapgaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetaplean.

Ditetaplean dl ...
Pada tanggal ...................

a.n Kepala IlJaerah

PrAA cesniciinis

NAMA,

I B v i vk s s R R R A A !
Tembaizan Yth:
§ TR AR e P
R L
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI

KOP SURAT

HERITA ACARA
PELAKSANAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA........coceveeee

Pada har i ..o tanggal ....... {51 VE I | tahun ....... SAVH

BT T nivasanaas (ievanaiEn U S S AR

NIP e e e

Pangkat fGal Ruang @ e

Jabatan 000 iiieeseeess FECSRERRRSEP FESECRRRa.

telah melaksanakan sankﬁi berupn_- e -sesuai  kepumsan
pubernur alau kepulusan bupati/wal Iu:-la ....... Numur wrmmeeenns lomEgE]
.......... tentang 'enetapan aanksi Atas Pelanggaran I(nde Itk I'n[isl I'among
Praja Atas Nama...

Pelaksanaan B-an.ksi- olch........ telah dilskukan dengan schatk-banknva pada
tanggal....bulan..tahun.. bertempat dico.... dengan disaksikan para
pihak:

Nama R L L e P e

Panplal [OOLIRIRBIIT. T o immmn o i smsmi i s 3w 508 s 6050 5 m 4 i e

Jabalan L S s pas sy R——

Unit kerja

Naana 3o e T R S i s

Panpkal /Col Rustig @ .ooveemmennn T

Jabalan e b Pk | e o S

Uinit kerja B R T

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Sanksi atas Pelanpgearan Kode Etik Polisi

Pamong Prajaini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya dan menjadi
bahan pembinnan dan evaluasi bagh vang bersangkutan.

Yang melaksanakan Saksi
MNama : Nama
NIP E NIP :
Tanda Tangan i Tanda Tangan

MENTERI DALAM NEGER]
REPUBLIK INIDMINESIA,

.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
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